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[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan
kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren
(pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh
pembicara yang lain.




SIDANG DIBUKA PUKUL 08.00 WIB

KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]

Baik. Kita mulai.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi,
salam sejahtera bagi kita semua. Sidang dalam Perkara 57, 58, 50, 81,
47, 42, dan 15 PHPU Pileg Tahun 2024 untuk Provinsi Sulawesi Utara
dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya. Yang pertama, yang perlu saya sampaikan, pada sesi ini nanti
akan ditutup dengan pemberitahuan penundaan sidang. Jadi yang sudah
selesai, diharapkan untuk tetap berada di ruang sidang untuk mendapat
informasi mengenai penundaan sidangnya. Jadi diminta masih di dalam
ruang sidang.

Agenda pagi hari ini Mendengarkan Keterangan Termohon,
Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan dari Bawaslu, ya, kemudian
terakhir ditutup dengan pengesahan bukti. Bukti Pemohon masih ada
beberapa bukti yang harus disahkan, kemudian bukti Termohon, bukti
Pihak Terkait, dan bukti dari Bawaslu.

Baik, kita mulai dengan Perkara Nomor 57 yang diajukan oleh
Pemohon Partai Amanat Nasional. Ada yang hadir, Pemohon?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-01-12-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:28]

Hadir, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28]

Baik. Kemudian Pihak Terkaitnya Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57-01-12-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DENNY FRANKIE KAUNANG
[02:34]

Hadir, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35]
Ya, baik. Silakan, Termohon, untuk menyampaikan jawabannya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57-01-12-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DENNY FRANKIE KAUNANG
[02:45]

Terima kasih. Ha? Oh, Termohon.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50]

Termohon. Termohon.
KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [02:54]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Ummi, selaku Kuasa
Hukum dari KPU RI. Izin, Yang Mulia, dengan ini menyampaikan jawaban
Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam perselisihan hasil pemilihan
umum Perkara Nomor 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD/2024 yang
dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional untuk perolehan
suara anggota DPRD Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara,
Daerah Pemilihan Minahasa 5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:34]

Baik, dibaca pokok-pokoknya saja. Nanti juga saya pandu supaya
penggunaan (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [03:40]
Baik.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:40]
Waktunya efisien, ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [03:42]
Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Untuk selanjutnya,
dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:51]
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [03:51]
Dalam eksepsi langsung (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:53]
Langsung, ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [03:54]
Kewenangan Mahkamah Konstitusi (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:56]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [03:56]

1.. 1, 2, dan 3, sampai poin 7, izin untuk dianggap dibacakan,
Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:03]
Dianggap dibacakan, ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [04:07]
Kemudian pada angka 8. Bahwa Pokok Permohonan Pemohon
angka 11 nyata, jelas, mempermasalahkan adanya dugaan pelanggaran
administrasi dan pelanggaran proses pemilu oleh karenanya
permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah
Konstitusi melainkan panwaslu atau Bawaslu.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:24]
Oke.
KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [04:25]

Sembilan. Bahwa dengan demikian, maka Mahkamah Konstitusi
tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo
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karena Pokok Permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan
hasil pemilihan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:37]
Oke.
KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [04:37]

Kemudian objek Permohonan bertentangan dengan PMK 2/2023.
Angka 1, 2, izin, Yang Mulia, dianggap telah dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:45]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [04:45]

Kemudian angka nomor 3. Bahwa pengajuan objek Permohonan
yang diajukan oleh Pemohon telah keliru dan salah dalam menentukan
objek dikarenakan objek sebagaimana yang dimaksud PMK 2/2023
adalah Keputusan KPU Nomor 2 ... 360 Tahun 2024 sebagaimana telah
diumumkan oleh KPU dan sebagaimana objek Permohonan dalam
Pemohon, yaitu KPU 360 Tahun 2024.

Angka 4. Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka
jelas dan nyata terbukti bahwa Pemohon telah keliru dan salah dalam
menentukan objek Permohonan dalam perkara PHPU sebagaimana yang
ditentukan dalam Pasal 5 undang-undang ... PMK 2/2023, dianggap telah
dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:24]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [05:25]
Izin. Kemudian II dalam Pokok Permohonan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:28]

Ya.
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KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [04:29]

Izin untuk poin nomor 1, 2, dan 3 dianggap telah dibacakan, Yang
Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:36]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [04:37]

Kemudian paragraf. Bahwa atas Posita Permohonan di atas,
Termohon sampaikan jawaban sebagai berikut. Tentang penambahan
suara milik Partai Demokrat dan Partai PDIP serta suara sah dan tidak
sah di beberapa TPS. Satu, TPS 2 Desa Ranotongkor Timur, Kecamatan
Tombariri Timur. Paragraf 1, izin untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:58]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [05:59]

Paragraf 2. Bahwa pada Pokok Permohonan-Permohonan
Pemohon angka 4, Desa Ranotongkor Timur, TPS 2, Kecamatan
Tombariri Timur, perolehan suara Partai Demokrat berdasarkan C.Hasil
Salinan, yakni berjumlah 97, tapi pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan
Tombariri bertambah 102, dimana terdapat perselisihan 5 suara adalah
tidak benar. Bahwa menurut Termohon ... izin, Yang Mulia, untuk
dianggap dibacakan.

Kemudian pada paragraf. Bahwa menurut Termohon dalam
Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan Formulir Model C.Hasil
dengan Formulir Model C.Hasil Salinan telah sesuai dengan Formulir
Model D.Kecamatan dan D.Kabupaten sebanyak 102. Bukti (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:43]
Itu, tabel ... tabel 2, ya?
KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [06:45]
Ya. Bukti T-9, T-10, T-5. Selanjutnya dalam pelaksanaan rapat
pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Tombariri

Timur ada kejadian khusus yang mana telah diselesaikan di hadapan
saksi dan panwascam, sehingga tidak ada keberatan dari saksi partai
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politik, Bukti T-6. Dengan demikian, perolehan suara Partai Demokrat di
TPS 2, Desa Ranotongkor Timur, Kecamatan Tombariri Timur adalah
102, sebagaimana tabel di bawah ini, mohon izin untuk dianggap telah
dibacakan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:13]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [07:14]
Kemudian pada paragraf. Bahwa menurut dalil Pemohon pada
angka 4, telah terjadi juga penambahan suara sah dan tidak sah di Desa
Ranotongkor Timur, TPS 2, Kecamatan Tombariri Timur, baik yang sah
maupun tidak sah berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan versi Pemohon
berjumlah 170 suara adalah tidak benar. Izin, Yang Mulia. Pada paragraf
yang selanjutnya dianggap telah dibacakan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:38]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [07:39]
Bahwa pada tabel 4 di atas berdasarkan Formulir Model C.Hasil,
Formulir C.Hasil Salinan, Formulir Model C ... D.Hasil Kecamatan
berkesesuaian dengan jumlah suara sah dan tidak sah adalah 170 suara.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:54]
Oke.
KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [07:55]

Kemudian, berikut paragrafnya dianggap telah dibacakan, Yang
Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:59]

Ya.
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KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [08:00]

Nomor 2. TPS 2 Desa Ranotongkor, Kecamatan Tombariri Timur.
Paragraf pertama, mohon izin untuk dibacakan, dianggap telah
dibacakan.

Kemudian paragraf kedua. Bahwa Termohon telah melakukan
koreksi pada Formulir Model C.Hasil Salinan, sesuai dengan mekanisme
pada proses rekapitulasi Kecamatan Tombariri Timur, sebagaimana
Termohon uraikan tabel di bawah ini dengan Bukti T-12, T-13, T-14, T-5,
dan T-3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:27]
Baik.

KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [08:28]
Tabel tersebut dianggap telah dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:30]
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [08:31]

Bahwa berdasarkan tabel 5 di atas, perbedaan pencatatan hasil
penghitungan suara antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir
Model C.Hasil Salinan memang tidak sesuai, dikarenakan adanya
kesalahan penulisan dari KPPS, Bukti T-14 kejadian khususnya, dan telah
dilakukan oleh ... koreksi oleh PPK yang mana tertuang dalam D.Model
Hasil Kecamatan dalam pelaksanaan rakap ... rapat pleno rekapitulasi
hasil penghitungan suara di Kecamatan Tombariri, ada kejadian khusus
yang mana telah diselesaikan di hadapan saksi panwascam, sehingga
tidak ada keberatan dari saksi partai politik, Bukti T-6. Dengan demikian,
perolehan suara sah dan tidak sah suara PDIP sebanyak 48 suara.

Kemudian pada TPS 4, Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri
Timur, bahwa pada pokok Permohonan, izin untuk dianggap telah
dibacakan.

Kemudian paragraf ... langsung ke paragraf 3, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:24]

Ya.
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KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [09:25]

Bahwa tabel 6 di atas, pada saat pencatatan hasil penghitungan
suara antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model C.Hasil
Salinan, ada koreksi oleh KPPS. Dikarenakan adanya kesalahan penulisan
dari KPPS, namun tidak ada keberatan dari saksi, Bukti T-17 kejadian
khususnya, dan pada saat rapat pleno rekapitulasi kecamatan melakukan
penyandingan Formulir Model C.Hasil, Formulir Model C.Hasil Salinan,
sehingga tertuang dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan, yang
memang tidak ada keberatan dari saksi, Bukti T-6. Sehingga Formulir
Model C.Hasil Salin ... C.Hasil dengan Model C.Hasil Salinan telah sesuai
dan sah tertuang dalam Model D.Kecamatan dan Formulir Model
Kabupaten sebanyak 40 ... eh, 14 suara.

Kemudian pada TPS 4, Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri
Timur. Izin, untuk paragraf pertama.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:21]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [10:22]

TPS 3, Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur, izin,
paragraf pertama untuk di ... telah dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian langsung kepada paragraf ketiga. Bahwa tabel 7 di
atas, pada saat pencatatan hasil penghitungan suara antara Formulir
Model C.Hasil dengan Formulir Model C.Hasil Salinan, ada koreksi oleh
KPPS. Dikarenakan ada kesa ... adanya kesalahan penulisan dari KPPS,
maka dari itu pada saat rapat pleno rekapitulasi kecamatan, PPK
melakukan penyandingan Formulir Model C.Hasil, Model C.Hasil Salinan,
sehingga tertuang dalam D.Hasil Kecamatan, yang mana tidak ada
keberatan dari saksi, sehingga Formulir C.Hasil Salinan ... C.Hasil dengan
Formulir C.Hasil Salinan telah sesuai dan sah dengan Model D.Hasil ...
D.Hasil Kecamatan dan Formulir Model D.Hasil Kabupaten sebanyak 28
suara, Bukti T-6.

TPS 6 Ranowangko, Kecamatan Timur, izin, untuk paragraf
pertama dianggap telah dibacakan, dua telah dibacakan. Kemudian
langsung pada pada tabel 8 di atas, pada saat pencatatan hasil
penghitungan suara antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir
C.Hasil Salinan terjadi kesalahan penulisan dalam TPS tersebut dan
dikoreksi oleh KPPS, dikarenakan adanya kesalahan penulisan KPPS.
Maka dari itu, pada saat rakap ... rapat pleno rekapitulasi kecamatan,
PPK melakukan penyandingan Formulir C.Hasil, C.Hasil Salinan, sesuai
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dengan hasil rapat tersebut, tidak ada tanggapan atau keberatan dari
panwascam dan saksi partai politik yang bersangkutan, dibuktikan
dengan T-23, T-6. Sehingga sah dan tercatat Formulir Model D.Hasil
Kecamatan, D.Hasil Kabupaten, perolehan suara sah dan tidak sah PDIP
sebanyak 34 suara.

Kemudian, pada tabel 9 di atas, pada saat pencatatan hasil
penghitungan suara antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir
C.Hasil Salinan terjadi kesalahan penulisan pada ... jumlah di TPS
tersebut dan dikoreksi langsung oleh KPPS. Dikarenakan adanya
kesalahan penulisan tersebut, maka dari itu pada saat rapat pleno
kecamatan, PPK melakukan penyandingan Formulir C.Hasil, Formulir
C.Hasil Salinan. Sesuai dari hasil rapat tersebut, tidak ada tanggapan
atau keberatan dari panwascam dan saksi partai politik yang
bersangkutan dibuktikan dengan T-23, T-8, sehingga sah dan tercatat
Formulir Model D.Hasil Kecamatan, D.Hasil Kabupaten, suara sah dan
tidak sah PAN sebanyak 4 suara.

Kemudian, pada TPS 4 Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri.
Bahwa pada Pokok Permohonan dianggap telah dibacakan. Langsung
pada pokok ... langsung pada paragraf. Bahwa Termohon telah
melakukan mekanisme dengan benar berdasarkan Formulir C.Hasil
dengan C.Hasil Salinan telah sesuai, sehingga tidak ada kejadian khusus
dan keberatan dari partai politik, T-26 ... dibuktikan dengan T-26.

Bahwa dari Formulir Model C.Hasil dengan Formulir C.Hasil Salinan
telah sesuai dengan Formulir D.Hasil Kecamatan dan Formulir Model D
Kabko dan tidak ada kejadian atau keberatan dari saksi partai politik
yang bersangkutan, dibuktikan dengan T-8. Sehingga perolehan suara
sah dan tidak sah PDIP sebanyak 54 suara.

Kemudian, di TPS 1 Desa Pinasungkulan, Kecamatan Tombariri.
Paragraf pertama mohon izin untuk dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:33]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [13:34]

Kemudian selanjutnya langsung pada ... bahwa berdasarkan tabel
9 di atas, pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
di TPS tersebut telah berjalan sesuai dengan prosedur yang mana suara
sah dan tidak sah pada partai PDIP dalam Formulir C.Hasil sebanyak 42
... 40 suara. Kemudian dikarenakan adanya kesalahan dari KPPS, yang
mana Formulir Model C.Hasil Salinan sebanyak 22 suara tidak sesuai
dengan Formulir C.Hasil awal, sehingga dikoreksi tingkat kecamatan. Dan
saat pelaksanaan tingkat TPS, tidak ada keberatan dari saksi dari partai
politik yang bersangkutan, dibuktikan dengan T-29. Kemudian dalam
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rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara di Kecamatan Tombariri
telah dikoreksi oleh PPK, yang mana dilakukan penyandingan suara
Formulir Model C.Hasil Salinan seharusnya 40 suara sesuai dengan
Formulir Model C.Hasil awal, tidak ada tanggapan atau keberatan dari
panwascam dan saksi dari partai politik yang bersangkutan, dibuktikan
dengan T-8. Sehingga Formulir D.Hasil Kecamatan dan D.Hasil
Kabupaten suara sah dan tidak sah pada partai PDIP sebanyak 40 suara.

Kemudian bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 17 Desa
Pinasungkulan TPS 1 terdapat perbedaan dalam Formulir C.Hasil, dimana
suara sah berjumlah 117, akan tetapi suara sah seluruh partai politik
berjumlah 119 adalah tidak benar. Dianggap telah dibacakan pada tabel
tersebut. Bahwa mohon Termohon ... menurut Termohon berdasarkan
tabel tersebut di atas, Formulir C.Hasil pada TPS 1 Pinasungkulan tidak
ada yang berbeda, suara sah sebanyak 107 ... 117, suara tidak sah
sebanyak 6 suara, dan total suara sah dan tidak sah sebanyak 123 suara.
Dimana pada saat dilakukan rekapitulasi dalam tingkat kecamatan
hingga Kabupaten Minahasa diperoleh fakta jumlah suara sah dan tidak
sah partai politik TPS 1 Pinasungkulan dalam Formulir D.Hasil Kabupaten
sebanyak 123 suara, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 123 suara.
Proses dan mekanisme rekapitulasi telah sesuai dengan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses rekapitulasi, baik TPS
hingga tingkat kecamatan, kabupaten, tidak ada keberatan dari saksi
partai politik, Bukti T-4, T-8, dan T-29.

Bahwa pada dalil Pemohon pada poin 16 dalam Permohonan
Pemohon tidak akan Termohon tanggapi secara lebih dalam karena
sejatinya dalil Permohonan Pemohon a quo harus ... haruslah
dikesampingkan karena tidak menjadi ranah kewenangan Mahkamah
Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili, sebagaimana tertuang dalam
eksepsi Termohon.

Kemudian dalam TPS 1 Desa Popoh, paragraf pertama izin untuk
telah dibacakan, pada tabel juga telah dibacakan.

Izin, Yang Mulia, langsung pada pokoknya adalah bahwa pada ...
berdasarkan tabel 11 di atas, Termohon tidak melakukan penambahan
suara menurut dalil Pemohon. Termohon melakukan rekapitulasi sesuai
dengan mekanisme dalam Pasal 16 PKPU 5 Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan tabel 11, jumlah suara sah sebanyak 186
suara berdasarkan Model C.Hasil, C.Hasil Salinan, D.Hasil Kecamatan,
D.Hasil Kabupaten telah sesuai. Bahwa berdasarkan tabel 11 di atas,
jumlah suara sah, tidak sah, jumlah suara tidak sah sebanyak 14 suara.
Berdasarkan C.Hasil, C.Hasil Salinan, D.Hasil Kecamatan, Model
D.Kabupaten telah sesuai. Berdasarkan tabel 11 di atas, jumlah suara
tidak sah dan tidak sah sebanyak 200 suara berdasarkan C.Hasil, C.Hasil
Salinan, D.Hasil Kecamatan, D.Hasil Kabupaten telah sesuai.

Langsung pada pokoknya. Bahwa jelas berdasarkan bukti dari
Termohon di atas, proses dan mekanisme rekapitulasi telah sesuai
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dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses

rekapitulasi, baik TPS hingga tingkat kecamatan kabupaten, tidak ada

keberatan dari saksi partai politik. Dibuktikan dengan T-4, T-8, T-32.
Tentang pemilih yang tidak menggunakan hak pilih.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:27]
Itu nomor 1, 2, 3, dianggap telah dibaca.

KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [17:29]
1, 2, 3, dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:32]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [17:34]
Kemudian (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:34]
4,

KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [17:35]
Langsung pada poin 4 (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:36]
5, 5 langsung.

KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [17:37]
Poin 5, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:38]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [17:39]

Bahwa berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh KPPS, TPS
1, ketua KPPS, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 8 di Desa Tambala, Bukti T-33
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dalam ... dan dalam daftar hadir, dimana nama pemilih sesuai dalam
Bukti T-34 yang disebut Pemohon sebagaimana Posita 22 tidak
menggunakan hak pilihnya dengan alasan dianggap telah dibacakan,
Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:01]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [18:02]

Bahwa dalam ... pada ... bahwa fakta 11 orang berdasarkan tabel
di atas yang dipersoalkan oleh Pemohon bukanlah sebagaimana
diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya. Namun, sebagaimana
tabel poin 5 di atas, sudah secara terang dan beralasan secara hukum
dinyatakan sebagai pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian jawaban Termohon di atas,
maka jelas seluruh yang dilakukan Termohon dalam melakukan tahapan
rekapitulasi secara berjenjang telah sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

Petitum, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas,
Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan
putusan sebagai berikut.

Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten Secara Nasional dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024.

Izin, Yang Mulia, ada renvoi beserta lampiran 1. Renvoi dalam
poin 3, kita ringkas pada poin kedua, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:20]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [19:21]

Jadi, lampiran 1 penetapan ... beserta lampiran 1 penetapan hasil
pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Minahasa Dapil Minahasa 5.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:30]
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [19:31]
Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:32]
Terima kasih.

KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [19:34]

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah
Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et
bono).

Demikian Jawaban dari Termohon. Terima kasih. Terima kasih,
Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:47]

Oke. Terima kasih.
Berikutnya, sekarang Partai Demokrasi Perjuangan ... Indonesia
Perjuangan sebagai Pihak Terkait.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57-01-12-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DENNY FRANKIE KAUNANG
[19.58]

Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:00]

Dibaca pokok-pokoknya. Sebelumnya saya tanya, apa yang
disampaikan oleh Termohon pada Petitumnya perolehan suara PAN
untuk DPRD Kabupaten Minahasa, Dapil 1 Minahasa, yang Anda
persoalkan Pihak Terkait kan yang B, ya? Betul, Pihak Terkait?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57-01-12-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DENNY FRANKIE KAUNANG
[20:24]

Gimana, Yang Mulia?
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:24]

Gimana, sih? Diajak ngomong.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57-01-12-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DENNY FRANKIE KAUNANG
[20:28]

Ya, huruf satu (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:29]

Pada tadi, pada waktu Termohon menyampaikan di dalam
Petitumnya, yang Anda persoalkan suara PDIP, kan?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57-01-12-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DENNY FRANKIE KAUNANG
[20:37]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:37]

Ini di sini, perolehan suara PDIP Perjuangan, ya, untuk DPRD
Kabupaten Minahasa, Dapil Minahasa 5, sebanyak 8.475, betul?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57-01-12-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DENNY FRANKIE KAUNANG
[20:48]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:48]

Sama, dengan Anda?
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57-01-12-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DENNY FRANKIE KAUNANG
[20:50]

Sama.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:50]

Oke, kalau sama. Sekarang mari kita lihat Keterangan Pihak
Terkait, ya. Yang pada intinya sebetulnya apa yang oleh ... telah
disampaikan oleh Pihak Termohon adalah suara untuk PDIP, betul, ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57-01-12-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DENNY FRANKIE KAUNANG
[21:08]

Betul.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:08]
Oke, silakan dibacakan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57-01-12-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DENNY FRANKIE KAUNANG
[21:11]

Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Pihak Terkait terhadap
Perkara Nomor 57 PHPU Tahun 2024. Yang Mulia Ketua Mahkamah
Konstitusi. Dan kami langsung kepada pokok (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:30]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57-01-12-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DENNY FRANKIE KAUNANG
[21:30]

Selaku Pihak Terkait. Terkait perolehan suara di TPS 2 Desa
Ranotongkor Timur, Kecamatan Tombariri Timur. Pemohon mendalilkan,
dianggap dibacakan. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut adalah
tidak benar. Bahwa berdasarkan C.Hasil Salinan TPS 02 Desa
Ranotongkor Timur, surat ... surat suara sah berjumlah 167 dan suara
sah berjumlah 3 suara. Sehingga total suara sah dan tidak sah adalah
170 suara, sesuai Bukti PT-4.

Terkait perolehan suara di TPS 04 Desa Ranotongkor Timur,
Kecamatan Tombariri Timur, bahwa terkait dengan dalil Pemohon,
mohon izin anggap dibacakan.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:28]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57-01-12-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DENNY FRANKIE KAUNANG
[22:29]

Bahwa terjadinya perbedaan C.Hasil TPS 04 Desa Ranotongkor Ti
... Desa Ranotongkor dengan D.Hasil Kecamatan Tombariri Timur, karena
ada kesalahan penulisan yang dilakukan oleh anggota KPPS, sehingga
harus dilakukan koreksi di tingkat PPK dan koreksi tersebut sudah
dilakukan secara terbuka dan transparan, termasuk adanya saksi
Pemohon dalam pleno tingkat PPK, bahwa saksi Pemohon yang hadir
tidak ada menyampaikan sanggahan atau keberatan, sehingga perolehan
suara semua partai peserta pemilu disahkan oleh PPK Kecamatan
Tombariri.

Terkait perolehan suara di TPS 04 Desa Lemoh Barat Kecamatan
Tombariri Timur. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon, dianggap
dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:20]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57-01-12-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DENNY FRANKIE KAUNANG
[23:20]

Bahwa terjadinya perbedaan C.Hasil TPS 04 Desa Lemoh Barat
dengan D.Hasil Kecamatan Tombariri Timur karena ada kesalahan
penulisan yang dilakukan Ketua KPPS TPS 04 Desa Lemoh Barat,
sehingga harus dilakukan koreksi di tingkat PPK dan sesuai dengan
perolehan suara Pihak Terkait yang sebenarnya itu 28. Bahwa koreksi
tersebut dilakukan secara terbuka dan trans ... transparan, termasuk
adanya saksi Pemohon dalam pleno tingkat kecamatan tersebut. Bukti
PT-5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:56]

Ya.
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57-01-12-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DENNY FRANKIE KAUNANG
[23:58]

Terkait perolehan suara di TPS 03 Desa Lemoh Barat, Kecamatan
Tombariri Timur, bahwa terkait dengan dalil Pemohon dianggap
dibacakan. Bahwa terjadinya perbedaan C.Hasil TPS 03 Desa Lemoh
Barat dengan D.Hasil Kecamatan Tombariri karena ada kesalahan
penulisan terkait hasil perolehan suara Pihak Terkait yang seharusnya
23, akan tetapi tertulis 18. Atas kesalahan tersebut, PPK melakukan
koreksi pada waktu pleno di tingkat PPK, Bukti PT-6.

Terkait perolehan suara di TPS 06 Desa Ranowangko, Kecamatan
Tombariri. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang dianggap
dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:42]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57-01-12-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DENNY FRANKIE KAUNANG
[24:43]

Bahwa di TPS ... di ... TPS 06 Desa Ranowangko, Kecamatan
Tombariri, suara Pihak Terkait yang terdiri dari suara partai dan suara
caleg berjumlah 34 suara. Sementara yang tertulis hanya 24 suara, Pihak
Terkait melalui saksi mandat di pleno PPK mengajukan permintaan
koreksi sesuai dengan jumlah suara di tingkat TPS dan atas permintaan
tersebut, Termohon melakukan koreksi yang dihadiri oleh semua saksi
partai politik, panwascam, dan aparat keamanan, koreksi suara juga
dilakukan untuk perolehan suara Pemohon sendiri dari semula kosong
menjadi 4 suara, sebagaimana perolehan suara Pemohon di TPS, Bukti
PT-7.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:31]

Ya.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57-01-12-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DENNY FRANKIE KAUNANG
[25:32]

Terkait perolehan suara di TPS 04 Desa Mokupa, Kecamatan
Tombariri (...)
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101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:36]
Langsung B saja yang dibaca.

102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57-01-12-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DENNY FRANKIE KAUNANG
[25:38]

B. Bahwa di desa TP .. bahwa di TPS 04 Desa Mokupa,
Kecamatan Tombariri, pada waktu pleno tingkat PPK, Pemohon ada
mengajukan keberatan dan permohonan untuk menyandingkan C.Hasil
Salinan dengan D.Hasil Kecamatan kepada PPK dan setelah dilakukan
persandingan oleh PPK, faktanya suara Pihak Terkait adalah 54 suara,
Bukti PT-8.

Terkait perolehan suara di TPS 01 Desa Pinasungkulan,
Kecamatan Tombariri. Bahwa terjadinya perbedaan C.Hasil TPS 01 Desa
Pinasungkulan dengan D.Hasil Kecamatan Tombariri karena ada
kesalahan penulisan terkait jumlah perolehan suara Pihak Terkait yang
seharusnya 40, akan tetapi tertulis 22. Atas kesalahan tersebut, PPK
melakukan koreksi pada waktu pleno di tingkat PPK. Proses koreksi
tersebut dihadiri oleh semua saksi partai politik, termasuk saksi Pemohon
dan panwascam, Bukti PT-9.

Terkait perbedaan surat suara sah dengan jumlah suara sah di
TPS 01 Desa Pinasungkulan, Kecamatan Tombariri, bahwa selain suara
sah sebesar 117 tersebut, terdapat juga suara ... surat suara yang salah
coblos menjadi suara tidak sah sebanyak 6 suara, sehingga
keseluruhannya berjumlah 123, Bukti PT-10.

Terkait perbedaan surat suara sah dengan jumlah suara sah di
TPS 01 Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri, bahwa berdasarkan C.Hasil
TPS 01 Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri, dan disandingkan dengan
D.Hasil Kecamatan Tombariri adalah sama, yaitu 186. Sehingga tidak ada
penambahan sebagaimana dalil Pemohon, Bukti PT-11.

Bahwa ... bahwa dengan demikian, dalil Pemohon terkait
perolehan suara Pemohon di Kabupaten Minahasa untuk pengisian
keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa, Daerah Pemilihan Kabupaten
Minahasa 5 adalah tidak benar dan tidak berdasar pada fakta dan bukti
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga
Pemohon ... Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak oleh
Mahkamah Konstitusi.

Petitum, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di
atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah
Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:15]
Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57-01-12-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DENNY FRANKIE KAUNANG
[28:16]

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024
tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara
Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20
Maret 2024, sepanjang pengisian anggota DPRD Kabupaten
Minahasa, Daerah Pemilihan Minahasa 5.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon

putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:13]

Terima kasih, Pihak Terkait PDIP.
Berikutnya, Bawaslu. Pokok-pokoknya saja yang penting, ya, yang
lain yang tidak dibacakan, dianggap telah dibacakan. Silakan.

BAWASLU: ARDILES MEWOH [29:27]

Baik, Yang Mulia, Majelis Hakim Konsistusi yang kami hormati.

Perkenankan kami Bawaslu Sulawesi Utara untuk menyampaikan
berapa pokok terkait Perkara Nomor Register 57 dan seterusnya dengan
Pemohon Partai Amanat Nasional.

Yang bagian A, uraian yang singkat kasus posisi dianggap
dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:48]
Ya.
BAWASLU: ARDILES MEWOH [29:49]

Bagian B, kinerja Bawaslu terkait permohonan a quo.
Angka 1, dianggap dibacakan.
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Angka 2, terkait dengan dugaan di TPS 02 Desa Ranotongkor
Timur. Dijelaskan bahwa berdasarkan LHP Nomor 3 dan seterusnya,
pada pokoknya bahwa pemungutan dan perhitungan suara berlangsung
dengan baik dan tidak ditemukan adanya pelanggaran.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:18]

Baik.

BAWASLU: ARDILES MEWOH [30:20]

Angka 3, di TPS 4 Desa Ranotongkor, Kecamatan Tombariri
Timur, berdasarkan LHP Nomor 3B dan seterusnya dan LHP Nomor
3B.04 dan seterusnya, pada pokoknya menyatakan bahwa adanya
kejadian khusus dalam catatan C.Hasil, namun telah dilakukan perbaikan
oleh KPPS.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:40]

Oke.

BAWASLU: ARDILES MEWOH [30:41]

Yaitu suara caleg PDIP adalah 16 suara, yang benar adalah 26
suara. Telah dilakukan koreksi oleh KPPS.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:49]
KPPS.
BAWASLU: ARDILES MEWOH [30:50]

Angka 4, TPS 004 Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur,
berdasarkan LHP Nomor 3].04 dan seterusnya dan LHP Nomor 4].04
seterusnya, pada pokoknya menyatakan dari hasil pengawasan tidak
ditemukan adanya pelanggaran.

Angka 5, TPS 003 Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur
berdasarkan LHP Nomor 3J.03, pada pokoknya menyatakan telah
melakukan pengawasan sampai dengan penyerahan C.Hasil Salinan
kepada para saksi dan tidak ditemukan adanya pelanggaran.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:28]

Oke.
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BAWASLU: ARDILES MEWOH [31:29]

Angka 6, TPS 06 Desa Ranowangko, Kecamatan Tombariri juga
berdasarkan LHP Nomor O03E dan seterusnya, pada pokoknya
menyatakan telah melakukan pengawasan proses pungut hitung dan
tidak ada dugaan pelanggaran.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:45]
Oke.
BAWASLU: ARDILES MEWOH [31:46]

Angka 7, TPS 004 Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:51]

Ya.

BAWASLU: ARDILES MEWO [31:52]

Berdasarkan LHP Nomor 03 dan seterusnya. Pada pokoknya
menyatakan tidak ada kejadian khusus serta keberatan saksi yang hadir.
Seluruh KPPS, serta saksi partai politik, maupun saksi calon
perseorangan, bertanda tangan pada dokumen C.Hasil dan C.Hasil
Salinan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:06]

Ya.

BAWASLU: ARDILES MEWOH [32:07]

Angka 8, TPS 001 Desa Pinasungkulan, Kecamatan Tombariri,
telah melaksanakan pengawasan berdasarkan LHP Nomor 03 dan
seterusnya. Pada pokoknya menyatakan tidak ada kejadian khusus serta
keberatan saksi yang hadir dan seluruh KPPS dan saksi parpol (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:23]

Oke.

BAWASLU: ARDILES MEWOH [32:24]

Bertanda tangan pada C.Hasil.
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Angka 9, TPS 001 Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri,
berdasarkan LHP Nomor 03 dan seterusnya. Pokoknya ... pada pokoknya
menyatakan tidak ada kejadian khusus, serta keberatan saksi yang hadir
dan seterusnya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:38]

Oke.

BAWASLU: ARDILES MEWOH [32:40]

Angka 10, berkaitan dengan permohonan pemilih yang tidak
dapat menggunakan hak pilih karena tidak memiliki KTP (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:48]

Ya.
BAWASLU: ARDILES MEWOH [32:49]

Elektronik. Dapat jelaskan bahwa berdasarkan LHP dari pengawas
TPS, tidak menyebutkan atau membahas terkait dalil yang menjadi
pokok keberatan Pemohon, serta tidak terdapat keberatan dari saksi
Pemohon, sepanjang tahapan pungut hitung di tingkat TPS (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:06]

Ya.
BAWASLU: ARDILES MEWOH [33:06]

Di seluruh TPS yang dipermasalahkan dalam Permohonan
Pemohon. Angka 11, dianggap dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:12]
Oke.
BAWASLU: ARDILES MEWOH [33:12]
Angka 12, juga dianggap dibacakan (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:16]

Ya.
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BAWASLU: ARDILES MEWOH [33:16]

Ini kejadian khusus, saat rekap di Kecamatan Tombariri dan
Tombariri Timur.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:20]
Ya.
BAWASLU: ARDILES MEWOH [33:21]

Kemudian angka 13, perlu kami sampaikan, Majelis. Bahwa
Pemohon menyampaikan surat kepada Bawaslu Minahasa, Kabupaten
Minahasa, yaitu Surat Nomor BO5 dan seterusnya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:35]
Ya.
BAWASLU: ARDILES MEWOH [33:36]

Kemudian Surat Nomor B06 dan seterusnya. Bahwa terhadap
surat dari Pemohon tersebut, dari Partai Amanat Nasional, Bawaslu telah
menjawab melalui Surat Nomor 281 dan seterusnya, tanggal 29 Februari
dan Surat Nomor 282 dan seterusnya, yang pada intinya menyampaikan
bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa, akan menyampaikan pada pleno di
tingkat kabupaten untuk menyandingkan data hasil pengawasan dari
jajaran pengawas di tingkat kecamatan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:10]
Ya.
BAWASLU: ARDILES MEWOH [34:10]

Dan hal itu, dalam bagian C telah dilakukan oleh Bawaslu
Kabupaten Minahasa pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat
kabupaten, berdasarkan LHP Nomor 53 dan seterusnya dan di ... telah
ditindaklanjuti oleh Termohon.

Bahwa angka yang 15 yang terakhir, bahwa berkenaan dengan
dalil Pemohon, selebihnya, Bawaslu Minahasa tidak menangani dugaan
pelanggaran yang berasal dari laporan, maupun temuan, perihal selisih
suara Pemohon.
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Hal ini, sebagaimana tertuang dalam LHP, yang telah disampaikan
sebagai bukti keterangan tertulis Bawaslu terhadap Permohonan a quo.

Demikian, Majelis.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:52]

Terima kasih Bawaslu.
Prof. Enny, ada? Silakan.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [34:59]

Baik, Terima kasih.

Bawaslu, itu yang disampaikan ringkasan atau ...

dibacakan?
BAWASLU: ARDILES MEWOH [35:05]
Resume.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:05]
Resume. Tolong nanti dilengkapi, ya (...)
BAWASLU: ARDILES MEWOH [35:07]
Baik.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:07]

yang tadi

Resumenya itu. Kan ada yang enggak ada di sini soalnya (...)

BAWASLU: ARDILES MEWOH [35:09]
Baik, Majelis.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:09]

Dari resumenya itu, ya?
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BAWASLU: ARDILES MEWOH [35:10]

Baik.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:11]

Di luar yang sudah disampaikan ini.

Kemudian, yang berikutnya di halaman 16, ini memang jumlahnya
betul, begini? Coba dilihat 16, jumlah suara sebelum perbaikan dan
jumlah suara setelah perbaikan. Itu, setelah perbaikan 34. Ya, benar
enggak itu? Tabel yang di atas? Halaman 16. Kok, jumlahnya sama itu?
BAWASLU: ARDILES MEWOH [35:53]

Izin, Majelis. Yang halaman 16, harusnya 34, Majelis.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:00]

Oh. Jadi yang 24 ini keliru itu?

BAWASLU: ARDILES MEWOH [36:02]

Ya. Ada kesalahan penulisan.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:06]

Jadi ndak ada perubahan dia, sebelum dan sesudah itu? Yang
berubah di mana? Jumlah suara sebelum perbaikan dan jumlah suara
setelah perbaikan?

BAWASLU: ARDILES MEWOH [36:18]

Sebelum dilakukan perbaikan, itu jumlahnya 24.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:21]

24?

BAWASLU: ARDILES MEWOH [36:23]

Ya, sesudah (...)



26

160. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:23]
24 itu angkanya mana? Kok 3 ditambah 23, tambah 5, tambah 2,
tambah 1. Itu berapa jumlahnya? Kok sama dengan setelah perbaikan?
Tapi kok penjumlahannya berbeda?

161. BAWASLU: ARDILES MEWOH [36:39]

Jadi, kesalahan jumlah sebelum dilakukan perbaikan, 24.
Kemudian setelah dilakukan perbaikan, jadi 34.

162. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:43]
Ya, 34.
163. BAWASLU: ARDILES MEWOH [36:48]
Ya.
164. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:47]
Tapi angka-angka yang itu tuh, benar enggak itu?
165. BAWASLU: ARDILES MEWOH [36:47]
Ya, di (...)
166. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:51]
Di perbaikannya di mana itu, angkanya itu? Sampai 24 keluar ini?
167. BAWASLU: ARDILES MEWOH [36:57]
Ya, perbaikan di jumlahnya saja, Yang Mulia.
168. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:59]
Ha?
169. BAWASLU: ARDILES MEWOH [36:59]

Yang diperbaiki di jumlahnya saja.
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HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:59]
Ya.

BAWASLU: ARDILES MEWOH [36:59]
Yang di atasnya, tetap.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:04]
Coba nih (...)

BAWASLU: ARDILES MEWOH [37:04]
He em.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:04]

Anda bilang jumlahnya, tapi kan angkanya ini kan untuk
komponen jumlahnya itu kalau sama, begitu Iho.

BAWASLU: ARDILES MEWOH [37:04]
Ya.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:04]
Kok jumlahnya beda, gitu lho?

BAWASLU: ARDILES MEWOH [37:09]
Ya. Justru itu karena (...)

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:11]
Yang mau diperbaiki yang mana?

BAWASLU: ARDILES MEWOH [37:11]

Justru karena terjadi kesalahan penjumlahan, maka dikoreksi di
bagian jumlahnya saja (...)

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:13]

Jumlahnya itu? Penjumlahannya itu (...)
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BAWASLU: ARDILES MEWOH [37:13]

Jadi yang benar 34, namun tertulis 24.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:19]

Jadi penjumlahannya itu yang keliru?
BAWASLU: ARDILES MEWOH [37:26]

Penjumlahannya saja yang keliru, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:25]

Ya. Kemudian yang berikutnya, tadi soal daftar hadir tadi, ya, itu
tidak ada ... apa ... Keterangan Bawaslu lengkap, ya? Soal itu, ya? Nanti
ditambahkan itu, ya. Dengan buktinya.

BAWASLU: ARDILES MEWOH [37:39]

Baik, Yang Mulia, kita tambahkan (...)

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:39]

Dari hasil pengawasan seperti apa.

Kemudian bagi KPU, ya, Termohon. Ini kalau dilihat Bukti T-34,
33, itu bukti apa itu? Daftar hadir, ya? Itu daftar hadir, kan? Dan T-34?
KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [37:58]

T-33 ... T-33 surat keterangan dari panitia PPS.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:04]

T-34 daftar hadir.

KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [38:05]

Daftar hadir, ya. Benar, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:06]

Nah, itu daftar hadirnya baru untuk TPS 01, ya? Tambala,
Kecamatan Tombariri, tolong dilengkapi itu buktinya.
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KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [38:09]
Baik, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:17]
Yang terkait dengan daftar hadir itu. Terima kasih.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:15]
Terima kasih, Yang Mulia.
Prof. Anwar, cukup? Ya, baik.
Saya sahkan, alat buktinya. Pemohon menambahkan Alat Bukti

Tambahan P-12 dan P-14 sampai dengan P-45?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-01-12-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [38:34]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:34]

Tapi Bukti P-8 nya, tidak ada. Pada waktu sidang, saya telah
meminta untuk dilengkapi P-8 dan P-12, namun P-12 nya dilengkapi, tapi
P-8 tetap belum ada?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-01-12-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [38:52]

Sudah kemarin, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:52]
Ha?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-01-12-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [38:53]

Sudah.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:53]

Enggak ada dicek di sini, enggak ada kok. Sudah gimana?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-01-12-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [38:57]

Oh. Maaf, Yang Mulia. Itu ternyata ada kesalahan, jadi maksudnya
itu cuma satu bukti (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:03]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-01-12-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [39:03]

Tapi, disebut berulang.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:06]
Berarti P-8 nya dicoret, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-01-12-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [39:06]

Ya. Siap, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:09]

Oke. Ya, Advokat biasanya ngeyel dulu memang.

Jadi, waktu Sidang Pendahuluan, bukti tambahannya itu P-8 tidak
ada, saya minta untuk dilengkapi, kemudian P-12 dilengkapi, P-8 nya
tidak ada, ya.

Baik, kalau begitu, yang disahkan adalah P-12, P-14 sampai
dengan P-45, kecuali yang P-8 tadi, ya.

KETUK PALU 1X

Disahkan.
Kemudian, Termohon T-1 sampai dengan T-3 ... 34, betul?

TERMOHON: IDHAM HOLIK [39:46]
Ya ... ya, benar, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:53]

Terima kasih. Disahkan.
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KETUK PALU 1X
Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-11, betul? Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu PK-30.1 sama dengan PK-30.33?
BAWASLU: ARDILES MEWOH [40:09]

Ya, benar, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:10]

Baik, disahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih. Sudah selesai untuk perkara ini.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-01-12-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [40:16]

Izin, Yang Mulia. Dari Pemohon untuk Perkara 57.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:18]
Ada apa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-01-12-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [40:21]

Kami belum bisa download untuk Keterangan Pihak Terkait, Yang
Mulia. Belum ada di aplikasi.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:25]
Belum ada?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-01-12-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [40:26]

Belum, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:27]
Pihak Terkait atau Termohon?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-01-12-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [40:29]

Terkait, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:31]
Ya, nanti minta di Kepaniteraan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-01-12-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [40:33]

Siap.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:34]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-01-12-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [40:35]

1zin, Yang Mulia. Tambahan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:37]
Apa lagi?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-01-12-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [40:39]

Sama dengan sidang sebelumnya, Yang Mulia. Untuk Perkara 57,
terkaitnya adalah  PDIP. Sebagai keberatan, kami  mohon
dipertimbangkan legal standing. Karena dari yang kami pantau, PDIP
mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait. Tidak ditandatangani
ketum dan sekjen.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:56]

Oke.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-01-12-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [40:56]

Pasal 29 PMK, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:59]

Ketum ... ketum dan anu ... dan apa ... dan sekjennya sudah
memberi kuasa, ya? Nanti kita pertimbangkan, ya. Dicatat, nanti kita
pertimbangkan.

Kemudian, sekarang Perkara Nomor 58, yang diajukan oleh Partai
Demokrasi Perjuangan. Hadir Pemohonnya? Oke. Silakan, Termohon.
Tidak ada Pihak Terkaitnya. Silakan. Langsung di eksepsi.

KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [42:14]

Izin kami membacakan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:16]

Ya, silakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [42:18]

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:19]

Agak didekatkan miknya.

KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [42:23]

Dalam eksepsi, poin 1, sama 2, dan 3, dianggap dibacakan, Yang
Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:28]
Oke.
KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [42:29]
Di poin 4. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon,
merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu,

melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administrasi
pemilu.
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Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan Pasal 460 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ... Pemilihan
Umum, menentukan bahwa pelanggaran administrasi pemilu meliputi
pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang
berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan
penyelenggara pemilu.

Lima, bahwa berdasarkan Ketentuan Hukum Pasal 461 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:40]
Itu dianggap dibacakan itu.

KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [42:42]
Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:44]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [42:46]

Pelanggaran admi ... administrasi pemilu Bawaslu RI, Bawaslu
provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, menerima, memeriksa, mengkaji, dan
memutus pelanggaran administrasi pemilu.

Poin enam. Bahwa dalil Pemohon tidak ada memuat, serta
menguraikan persandingan data perolehan suara yang benar menurut
Pemohon dan menguraikan kesalahan Termohon dalam menetapkan
hasil perolehan jumlah suara yang mempengaruhi kursi Pemohon,
sebagaimana dalam perkara a quo.

Tujuh. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka
beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi,
untuk menyatakan Permohonan Pemohon haruslah ditolak dan/atau
setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:48]
Oke.
KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [43:50]

Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscuur libel dengan
alasan sebagai berikut.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:53]
Itu dianggap dibacakan seluruhnya.

KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [43:55]
Dianggap dibacakan (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:56]
Poin 6 dibacakan!

KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [44:00]

Poin 6. Bahwa Permohonan Pemohon tidak ada satu pun dalil
yang menjelaskan dan menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan
hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon di TPS mana
atau di tingkat apa suara Pemohon tersebut terjadi selisih atau
perbedaan, serta kesalahan KPU dalam menetapkan keputusan
perolehan jumlah suara Pemohon. Pemohon juga tidak ada menguraikan
dan mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon,
sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2018, Pasal 9 ayat (1)
huruf b, angka 4 dan angka 5, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:29]
Dianggap dibacakan. Tujuh.
KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [44:32]
Tujuh. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, maka beralasan hu
... menurut hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi,
untuk memutus dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat ...
tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.
Dalam Pokok Permohonan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:45]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [44:47]
Satu. Bahwa sebelum Termohon menjawab seluruh dalil Pemohon

dalam Permohonan Pemohon, Termohon berpendapat bahwa
sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang
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pada prinsipnya, seluruh proses dan tahapan penyelenggara pemilu, baik
rekapitulasi penghitungan suara, keberatan maupun rekomendasi untuk
penyelenggaraan pemungutan atau penghitungan suara ulang telah
dianggap selesai, ketika Termohon telah mengumumkan hasil
rekapitulasi penghitungan suara secara nasional. Atas dasar tersebut,
maka yang seharusnya dipersola ... dipersoalkan, diperselisihkan dalam
Permohonan Pemohon di Persidangan Mahkamah Konstitusi adalah
hanya yang menyangkut perselisihan tentang hasil pemilu yang berarti
mengenai perolehan suara.
Poin 2 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:25]
Ya dan seterusnya.
KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [45:27]
Seterusnya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:27]
Dianggap dibacakan.
KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [45:29]
Poin empat. Bahwa seluruh dalil Pemohon dalam Permohonannya,
sebagaimana poin nomor 1 sampai dengan poin nomor 12 dalam dalil
Permohonan Pemohon, tidak ada menyebut dan menjelaskan, serta
menguraikan jumlah suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana
Pemohon ... sebagaimana Permohonan Pemohon kabur dan tidak
berdasarkan menurut hukum. Untuk itu, Permohonan Pemohon haruslah
ditolak.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:49]

Ya, 9 sekarang, angka 9 langsung. Yang lain yang tidak
dibacakan, dianggap telah dibacakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [45:56]
Poin 9. Bahwa (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:02]

Halaman 10 itu.
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KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [46:04]
Di poin 6, kami bacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:08]
Ya. Langsung 9 saja.

KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [46:08]
Siap.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:10]
Yang penting itu.

KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [46:11]
Bahwa tidak (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:12]

Poin 6 dianggap dibacakan, 7 dianggap dibacakan, 8 dianggap
dibacakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [46:17]

Poin 9. Bahwa tidak ada dalil Pemohon dalam perkara a quo yang
membantah dan menolak data jumlah perolehan suara Pemohon yang
ditetapkan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360
Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024, terkait Hasil Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado, Daerah Pemilihan
Manado 5 (Bukti T-1) dengan menyebut dan menjelaskan persandingan
perolehan suara Pemohon vyang benar menurut Pemohon dan
menjelaskan suara Pemohon yang tidak sesuai dengan atau terjadi
penggelembung ... penggelembungan suara at ... maupun pengurangan
suara Pemohon.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:00]

Ya. 10 dibaca.
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KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [47:03]

Poin 10. Bahwa Permohonan Pemohon tidak ada satu pun dalil
yang menjelaskan dan menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan
hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon di TPS
mana atau di tingkat apa suara Pemohon tersebut terjadi selisih atau
perbedaan. Permohon ... Pemohon juga tidak ada menguraikan dan
mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon,
sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 9 ayat (1)
huruf b, angka 4 dan angka 5 (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:29]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [47:29]
Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:31]
12, sekarang.

KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [47:33]

Poin 12. Bahwa dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan pada
angka 12 yang pada intinya menyatakan, terdapat 4 orang pemilih yang
masuk dalam daftar DPK (Bukti T-5) tetapi tidak memenuhi syarat untuk
masuk dalam daftar DPK, karena itu pemungutan suara ulang di TPS 9
dan TPS 10 Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Mado ... Kota
Manado, akan berpeluang untuk mendapatkan suara yang lebih banyak,
dibandingkan dengan suara yang ditetapkan Termohon adalah
pernyataan Pemohon dalam bentuk opini, dimana tidak ada kepastian
bahwa ... bahwa suara Pemohon akan bertambah banyak dari yang
ditetapkan oleh Termohon. Dan juga perolehan suara Pemohon justru
berkurang dari yang sudah ditetapkan oleh Termohon. Dan kemungkinan
juga bahwa keempat orang dimaksud adalah justru mereka yang
menentukan pilihan terhadap Pemohon dalam proses pemilihan umum
tersebut.

Poin 13. Bahwa berdasarkan penjelasa ... penjelasan di atas, dalil
Permohonan Pemohon perkara a quo adalah sesuatu yang tidak berdasar
menurut hukum dan haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan
tidak dapat dikabulkan.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:30]
Oke. Petitum sekarang.
KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [48:32]

Petitum. Bahwa berdasarkan penjelasan ... bahwa berdasarkan
uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada
Mahkamah Konstitusi Yang ... Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan
sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Tahun 2024
terkait hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Manado, Daerah Pemilihan Manado 5
tertanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:27]
Ya. Itu dibaca, itu. Jumlah suara Dapil Manado 5.

KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [49:45]
Poin tiga ... izin, Yang Mulia, direnvoi.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:48]
Renvoi di mananya?

KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [49:50]

Menetapkan Perolehan Suara Termohon ... suara Pemohon untuk
pengisian keanggotaan DPRD Kota Manado.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:58]

Suara Pemohon atau Termohon?
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KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [50:00]
Termohon, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:02]
Termohon itu Anda |ho! Masa Anda memperoleh suara?
KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [50:08]

Suara Termohon, Yang Mulia. Suara yang ditetapkan oleh
Termohon (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:11]
“Menetapkan perolehan suara Termohon.” Lho (...)
KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [50:14]
Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:14]
Termohon?
KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [50:15]
Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:16]
Lho? KPU dapat suara berapa?
TERMOHON: IDHAM HOLIK [50:18]
Izin, Yang Mulia. Ini ada kesalahan ter ... dalam Kuasa Hukum
kami dalam menulis Petitum yang dimaksud teks Pemohon itu adalah
Termohon. Jadi mohon direnvoi, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:32]

Jadi gimana? Menetapkan perolehan suara Pemohon atau
Termohon?
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KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [50:37]
Termohon, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:38]

Menetapkan perolehan suara ... Termohon? Termohon dapat
suara?

TERMOHON: IDHAM HOLIK [50:46]

Maksudnya, izin, Yang Mulia. Maksudnya itu adalah sua (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:49]

Menetapkan ... apa yang ditetapkan oleh (...)

TERMOHON: IDHAM HOLIK [50:52]

Ya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:52]
Termohon, betul gitu, kan?
TERMOHON: IDHAM HOLIK [50:53]

Ya. Betul.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:54]

Itu. Coba diperbaiki apa yang dimaksud! Masa saya yang
membuat rumusannya? Coba dibetulkan dulu, mau direnvoi gimana?
Dimatikan itu miknya. Miknya dimatikan dulu. Nanti yang lain dengar,
malah enggak elok itu. Gimana? Ini kalau saya yang merumuskan, saya
jadi Termohon. Enggak jadi Hakim. Sudah? Silakan (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [52:00]

Izin, kami melanjutkan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:02]

Ya.
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KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [52:03]

Menetapkan perolehan suara sah, sebagaimana yang ditetapkan
oleh Termohon (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:07]
Nah, begitu.
KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [52:08]
Siap.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:09]
Diulangi, diulangi. Diulangi, salah lagi nanti.
KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [52:13]
Oke siap.
Menetapkan perolehan suara sah, sebagaimana yang ditetapkan
Termohon untuk pengisian (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:19]
“Untuk pengisian.” Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [52:21]

DPRD Kota Manado Daerah Pemilihan Manado 5 yang benar
sebagai berikut.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:26]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [52:27]
Yang di dalam tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:28]

Dianggap dibacakan. Ya. PDIP dapet berapa?
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KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [52:33]
Untuk Partai PDIP (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:35]
Ini kan yang mempersoalkan PDIP. Berapa suaranya?

KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [52:37]
11.023, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:40]
23? Yang lain anu, ya? Dianggap dibacakan, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [52:43]
Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:44]

Ya. Untuk perolehan suara partai yang lain, 1 sampai dengan 18
itu sudah betul, dianggap dibacakan?

KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [52:51]
Ya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:52]
Oke, terus?
KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [52:54]
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.
Hormat kami, Kuasa Hukum, ditandatangani, Yang Mulia.
Demikian.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:59]

Oke, terima kasih. Nanti kalau berkelahi, dilanjutkan di anu, ya,
Pak Holik, di luar, ya.
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TERMOHON: IDHAM HOLIK [53:09]
Ya, ya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:12]

Terima kasih.
Sekarang Bawaslu, pokok-pokoknya saja. Kayak tadi.

BAWASLU: ARDILES MEWOH [53:23]

Mohon izin, Yang Mulia. Dari Bawaslu menyampaikan pokok-
pokok keterangan untuk Perkara Nomor Register Nomor 58 dan
seterusnya, dimohonkan oleh (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:33]

Ini yang baca siapa Pak? Ardiles?
BAWASLU: ARDILES MEWOH [53:35]

Siap, Pak.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:36]

Oke. Silakan, Pak.

BAWASLU: ARDILES MEWOH [52:38]

Untuk bagian A uraian singkat kasus posisi, dianggap dibacakan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:42]

Ya.

BAWASLU: ARDILES MEWOH [53:44]

Yang bagian B angka 1. Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal
terjadinya pelanggaran, khususnya di TPS 9 Kelurahan Banijer,
Kecamatan Tikala, Kota Menado Terkait adanya dua orang pemilih yang
masuk Daftar Pemilih Khusus atas nama Afni Sambang, NIK 7173 dan
seterusnya, warga Kelurahan Kalaodi, Kecamatan Tidore Timur, Kota
Ternate. Dan Seny Meidy Eman NIK 7171046 dan seterusnya adalah

warga di Desa Paslaten, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa. Sesuai
dengan pengawasan Bawaslu Kota Manado pada rapat pleno tingkat
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Kecamatan Tikala. Berdasarkan keterangan dari PTPS di TPS 9 Kelurahan
Banjer, Kecamatan Tikala, KPPS TPS 9 telah melakukan pengecekan di
laman http: dan seterusnya, didapati nama Seny Meidy Eman dan Afni
Sambang yang tidak terdaftar di TPS manapun, tetapi telah memilih di
tempat sesuai dengan alamat KTP yang bersangkutan, yaitu beralamat di
Lingkungan III, Kelurahan Banjer, Kota Manado LHP Nomor 082 dan
seterusnya, vide Bukti PK-30-10.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:03]
Ya.
BAWASLU: ARDILES MEWOH [54:04]

Nomor 2 angka 2 terhadap dalil Pemohon perihal terjadinya
pelanggaran, khususnya di TPS 10 Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala,
Kota Manado, terkait adanya 2 orang pemilih yang masuk daftar pemilih
khusus atas nama Miguel Reynaldo Rambing, NIK 7171052 dan
seterusnya, yang bersangkutan terdaftar di TPS 96 Kelurahan Pekayon,
Kecamatan Pasar Rebo dan seterusnya. Dan Kasmiati, NIK 7171035 dan
seterusnya, yang bersangkutan terdaftar di DPT TPS 12 Kelurahan
Wawonasa, Kecamatan Singkil, Kota Manado. Sesuai dengan
pengawasan Bawaslu Kota Manado pada Rapat Pleno Tingkat Kecamatan
Tikala, berdasarkan keterangan dari PTPS TPS 10 Kelurahan Banijer,
Kecamatan Tikala. Bahwa KPPS TPS 10 telah melakukan pengecekan di
laman http://cekdptonline.kpu.go.id didapati nama Miguel Reynaldo
Patrick dan Kasmiati tidak terdaftar di TPS manapun, tapi telah memilih
tempat sesuai dengan alamat KTP yang bersangkutan miliki, yaitu
beralamat Lingkungan III Kelurahan Banjer, LHP Nomor 082, dan
seterusnya, vide Bukti PK-30-10.

Nomor ... angka 3. Bahwa Bawaslu Kota Manado telah menerima
laporan dari pelapor Sofiyanti Husain Nomor 011/LP, dan seterusnya,
tanggal 21 Maret tahun 2024, dimana berdasarkan hasil kajian awal
dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil, dan diregister dengan
Nomor Register 005/LP, dan seterusnya. Dimana laporan a quo
kemudian ditindaklanjuti dengan sidang pelanggaran administrasi,
dengan putusan menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara prosedur atau
mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Putusan Nomor 005/LP/ADM, dan seterusnya, vide
Bukti PK-30-3.

Angka 4, dianggap dibacakan. Angka 5, dianggap dibacakan.

Angka 6, bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon
selebihnya, Bawaslu Sulawesi Utara maupun Bawaslu Kota Manado tidak
menangani dugaan pelanggaran yang berasal dari laporan atau temuan
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perihal adanya dugaan pelanggaran terkait daftar pemilih khusus yang
diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:28]

Oke.

BAWASLU: ARDILES MEWOH [57:30]

Hal ini sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan
yang telah disampaikan sebagai bukti. Keterangan tertulis Bawaslu
Provinsi Sulawesi Utara terhadap Permohonan a quo.

Demikian, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:39]

Ya, terima kasih.
Prof. Enny, silakan.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [57:45]

Kepada Termohon, ya. Ini tolong Termohon ... dilengkapi,
sebetulnya DPT-nya berapa? DPK-nya berapa? DPTb-nya berapa? Untuk
... termasuk suara sah, suara tidak sah, ya, Pak Idham, ya. Biasa, seperti
biasa, lengkap seperti itu (...)

TERMOHON: IDHAM HOLIK [58:00]

Ya. Baik, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:01]

Untuk TPS 9 dan TPS 10.

TERMOHON: IDHAM HOLIK [58:03]

Siap.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:04]

Ya. Kemudian, daftar hadirnya juga.

TERMOHON: IDHAM HOLIK [58:06]

Siap, Yang Mulia.
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HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:07]

Daftar hadirnya. Nah ini, dari TP ... dari KPU tadi belum lengkap
ini, ya.

TERMOHON: IDHAM HOLIK [58:13]
Siap, siap.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:14]
Info mengenai itu, jawabannya (...)
TERMOHON: IDHAM HOLIK [58:15]
Ya, TPS 9 dan 10, ya, Yang Mulia?
TERMOHON: IDHAM HOLIK [58:17]
TPS 9 dan 10, saja yang didalilkan.
TERMOHON: IDHAM HOLIK [58:18]
Baik.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:19]

Kemudian begini. Tadi dari Bawaslu menyampaikan bahwa ...
kedua orang, yaitu Afni Sambang dan Seny Meidy Eman (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:30]
Nyoblos 2 kali.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:31]

Itu nyoblos ... apa namanya ... sudah nyoblos di sesuai dengan
alamat KTP-nya. Nah, itu buktinya apa? Ya. Buktinya mereka nyoblos di
situ tuh, di mana? Karena ini kan yang didalilkan adalah menggunakan
DPK di TPS 9, ya. Daftar hadirnya juga harus dicocokkan nanti dengan
KPU, ya.

Kemudian kalau di TPS 10, itu juga ada Miguel Reynaldo dan
Kasmiati. Kalau menggunakan KTP-nya, Miguel itu adalah di Kelurahan
Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, gitu. Kan enggak mungkin Bawaslu
tahu kalau dia nyoblos juga di sana, gitu, ya. Nah, ini apakah dia betul
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nyoblos di TPS 10? Itu juga minta lengkapi dengan daftar hadir hasil
LHP-nya, ya. Itu tolong dilengkapi untuk dicocokkan antara yang dimiliki,
baik itu dari Termohon, Bawaslu, mungkin dari Pihak Pemohon. Kalau
kemudian ada bukti yang lain, yang mendukung di sini, ya. Tolong itu
dilengkapi ya. Terima kasih.
BAWASLU: ARDILES MEWOH [59:29]

Baik, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:32]

Jadi itu diduga 2 ... punya 2 KTP, ya? Si Afni Sambang? Ya,
Bawaslu? Mempunyai 2 KTP. KTP yang pertama di Lingkungan Kelurahan
Banjer. Kemudian yang kedua di Kalaodi, Kecamatan Tidore Timur, ya?
BAWASLU: ARDILES MEWOH [59:59]

Ya, betul, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:00]

Tapi nyoblosnya hanya di satu tempat?
BAWASLU: ARDILES MEWOH [01:00:01]

Nyoblosnya di (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:02]

Banjer?

BAWASLU: ARDILES MEWOH [01:00:03]

TPS 9 dan TPS 10 saja.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:05]

Oh, oke. Terus atas dasar itu, ada tindak lanjut apa yang sudah
dilakukan Bawaslu?

BAWASLU: ARDILES MEWOH [01:00:15]

Ada laporan dugaan pelanggaran administrasi.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:19]
Oke.
BAWASLU: ARDILES MEWOH [01:00:20]

Yang disampaikan oleh Sofiyanti Husain dan ini sudah deregister,
dimana yang dilaporkan dalam hal ini adalah KPU Manado.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:31]

Oke.

BAWASLU: ARDILES MEWOH [01:00:32]

Dan dalam penanganan pelanggaran melalui sidang penyelesaian
administrasi ... pelanggaran administrasi oleh Bawaslu menyatakan
bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran
tata cara. Karena yang dilaporkan adalah KPU Kota Manado.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:53]

Oh, ya.

BAWASLU: ARDILES MEWOH [01:00:54]

Demikian, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:55]

Jadi itu diduga melakukan pencoblosan di dua TPS, ya?
BAWASLU: ARDILES MEWOH [01:01:00]

1.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:01]

1 TPS saja?

BAWASLU: ARDILES MEWOH [01:01:02]

1 TPS, yaitu di TPS 9 dan TPS 10.
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362. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:04]
Oh, oke.
363. BAWASLU: ARDILES MEWOH [01:01:07]

Yang bersangkutan atau ke empat orang ini diduga memiliki dua
KTP.

364. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:10]
KTP, itu tadi?
365. BAWASLU: ARDILES MEWOH [01:01:11]
Ya.
366. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:11]
Ya.
367. BAWASLU: ARDILES MEWOH [01:01:12]
Ada KTP di tempat yang lain, tapi ada juga KTP di Kota Manado.
368. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:15]
Oke. Tapi yang digunakan di Kota Manado kan?
369. BAWASLU: ARDILES MEWOH [01:01:18]
Betul, Yang Mulia.
370. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:19]

Enggak mungkin pada waktu kesempatan yang sama ke Tidore
nyoblos lagi, kan tidak mungkin?

371. BAWASLU: ARDILES MEWOH [01:01:24]
Ya. Betul, Yang Mulia.
372. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:25]

Nah, ya. Baik. Yang Mulia ada? Cukup?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-01-03-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RANGGA TRIANGGARA
PAONGANAN [01:01:29]

Izin, Yang Mulia. Pemohon.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:31]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-01-03-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RANGGA TRIANGGARA
PAONGANAN [01:01:32]

Baik. Terimakasih, Yang Mulia.

Mengingat agenda sidang pada hari ini adalah agenda sidang
terakhir sebelum Yang Mulia melakukan RPH, memutuskan apakah
agenda sidang ini akan dilanjutkan ke agenda pembuktian dan
seterusnya. Ada hal-hal penting yang ingin kami sampaikan selaku
Pemohon. Karena tidak sempat kami sampaikan pada sidang awal.
Karena adanya laporan di Bawaslu yang saat itu sementara berproses.
Dan pada hari ini juga kami mendengarkan jawaban dari Termohon dan
juga Keterangan dari Bawaslu. Ada hal-hal yang tidak tersampaikan.
Apabila diizinkan kami ingin menyampaikan beberapa hal secara singkat,
Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:08]

Anu aja ... dianu ... dipakai bukti aja, Gimana?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-01-03-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RANGGA TRIANGGARA
PAONGANAN [01:02:11]

Siap.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:12]

Ya.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-01-03-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RANGGA TRIANGGARA
PAONGANAN [01:02:12]

Kemarin kami sudah masukkan Bukti P-18 sampai P-27, Yang
Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:16]

Oke. Itu kan (...)
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-01-03-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RANGGA TRIANGGARA
PAONGANAN [01:02:17]

Untuk bisa menjadi pertimbangan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:18]

Ya. Itu sudah masuk di Bukti P-18 sampai P-27 kan?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-01-03-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RANGGA TRIANGGARA
PAONGANAN [01:02:21]

Siap, Yang Mulia. Ya, he eh, sudah.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:24]

Oke, nanti kita pertimbangkan.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-01-03-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RANGGA TRIANGGARA
PAONGANAN [01:02:25]

Oke, he eh.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:27]

Karena waktunya sekarang kan hak dari Termohon.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-01-03-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RANGGA TRIANGGARA
PAONGANAN [01:02:30]

Siap.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:31]

Dan juga Pihak Terkait, ya.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-01-03-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RANGGA TRIANGGARA
PAONGANAN [01:02:32]

He em.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:33]

Tapi kan kita memberi kesempatan Anda masih mengajukan
tambahan alat bukti kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-01-03-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RANGGA TRIANGGARA
PAONGANAN [01:02:38]

Siap. He eh.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:39]

Itu sudah dituangkan pada Bukti P-18 sampai P-27 (...)
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-01-03-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RANGGA TRIANGGARA
PAONGANAN [01:02:42]

Sampai 27, ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:43]

Oke. Sudah, ya.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-01-03-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RANGGA TRIANGGARA
PAONGANAN [01:02:44]

Oke, he eh.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:44]

Oke, baik.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-01-03-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RANGGA TRIANGGARA
PAONGANAN [01:02:45]

Mohon bisa dipertimbangkan, Yang Mulia. Terima kasih.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:46]

Ya. Baik, terima kasih.

Saya sahkan, ini yang sudah diajukan, ya. Pemohon mengajukan
Bukti tambahan P-18 sampai P-27, ya betul, ya? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Termohon T-1 sampai dengan T-13.
TERMOHON: IDHAM HOLIK [01:03:03]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:04]

Betul. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Bawaslu PK-3.1 sampai dengan PK-30.14
BAWASLU: ARDILES MEWOH [01:03:10]

Betul, Yang Mulia.



402.

403.

404.

405.

406.

407.

408.

55

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:13]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, terima kasih.
Berikutnya Perkara 50. Perkara perseorangan dari Rio Valentino
Palilingan, S.H.

PEMOHON PERKARA NOMOR 50-02-03-25/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024: RIO VALENTINO PALILINGAN [01:03:40]

Hadir, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:40]
Oke. Termohon, silakan. Silakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: DANIEL FAJAR BAHARI SIANIPAR
[01:04:32]

Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:34]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: DANIEL FAJAR BAHARI SIANIPAR
[01:04:37]

Izin, Yang Mulia. Saya, Daniel Fajar Bahari Sianipar. Dalam hal ini
memberikan jawaban Nomor 50 dan sekian, yang dimohonkan oleh
perorangan atas nama Rio Valentino dari Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan untuk wilayah Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa, Daerah
Pemilihan 2 sebagai berikut. Dalam eksepsi, dianggap dibacakan, Yang
Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:59]

Ya.
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KUASA HUKUM TERMOHON: DANIEL FAJAR BAHARI SIANIPAR
[01:05:00]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:02]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: DANIEL FAJAR BAHARI SIANIPAR
[01:05:03]

Kedudukan Hukum, Izin, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:04]
Ini harus dibaca ini.

KUASA HUKUM TERMOHON: DANIEL FAJAR BAHARI SIANIPAR
[01:05:06]

Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mengajukan pemo ...
Permohonan sebagai perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten
Minahasa dari Partai P ... Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di
Daerah Pemilihan Minahasa 2. Dalam Permohonan Pemohon tidak
mencantumkan persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai syarat untuk mengajukan
Permohonan perseorangan perselisihan hasil pemilihan umum.

Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak berdasar
sebagaimana diatur dalam Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan PHPU dan Dewan Perwakilan
Rakyat Pasal 3 huruf b yang menyatakan, “Perseorangan calon DPR dan
DPRD dalam satu partai politik yang sama telah memperoleh persetujuan
secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan
lainnya dari partai politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam
pokok permohonannya.”

Pokok Permohonan tidak jelas atau obscuur libel, dianggap
dibacakan, Yang Mulia (...)

414. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:04]

Itu yang semuanya ... semuanya dianggap dibacakan.
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KUASA HUKUM TERMOHON: DANIEL FAJAR BAHARI SIANIPAR
[01:06:07]

Baik, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:08]
Langsung Petitumnya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:11]

Dalam Pokok Permohonan. Bahwa Termohon memohon dengan
hormat dengan segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi,
sejauh relevan dianggap pula dan dikemukakan atau merupakan bagian
yang tidak dapat terpisahkan dalam Pokok Permohonan ini.

Nomor dua. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan
yang disampaikan Pemohon. Kecuali apa yang secara tegas dan bulat
diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang
mendalilkan wajib yang membuktikan, burden of proof atau bewijslast.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:39]
Ya. Langsung ke Petitum.

KUASA HUKUM TERMOHON: DANIEL FAJAR BAHARI SIANIPAR
[01:06:41]

Baik, Yang Mulia.

Petitum. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon memohon
kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut.

Satu. Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan sah komisi ... Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan
Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Daerah Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam
Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sepanjang
Daerah Pemilihan Minahasa 2.
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3. Menetapkan perolehan suara yang benar pengisian untuk
anggota DPRD Kabupaten Minahasa Daerah Pemilihan 2 dari
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan tabel sebagai
berikut. Rio Valentina[sic!]=2.318 suara.
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et
bono. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:45]

Oke. Terima kasih.
Bawaslu, saya persilakan. Pokok-pokoknya saja, ya.

BAWASLU: DONNY RUMAGIT [01:06:54]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.
Mohon izin, membacakan keterangan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:59]
Ya.
BAWASLU: DONNY RUMAGIT [01:06:59]

Perkara 50. Poin A dianggap dibacakan.

Kemudian poin B, nomor 1 dianggap dibacakan. Nomor 2
berdasarkan Permohonan Pemohon, maka Bawaslu mengemukakan hasil
pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan rekapitulasi
perhitungan suara seluruh daerah pemilihan.

Kemudian di poin 3, bahwa dari 236 dari 237 LHP, pengawas TPS
di 68 desa yang terdapat dalam Daerah Pemilihan 2, tidak terdapat satu
pun keberatan yang disampaikan dari Pemohon maupun saksi Pemohon
yang hadir terkait dengan perolehan suara.

Poin 4, bahwa ada terjadi ... pengajuan keberatan atau protes dari
pemantau atas nama Fredy Palilingan yang juga sebagai Ketua PAC PDI
Perjuangan, Kecamatan Remboken. Kemudian dalam perdebatan terkait
dengan surat suara yang robek di bagian lipatan tetap tidak sah. Karena
KPPS dan saksi dari semua partai telah menandatatangani C.Hasil dan
C.Plano sebagai bukti tanggung jawab.

Poin 5, bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan,
dari 6 kecamatan yang ada dalam dapil 2, hanya satu kecamatan, yakni
Kecamatan Remboken yang terdapat keberatan dari Pemohon atau dari
saksi Pemohon terkait dengan Pokok Permohonan a quo.

Poin 6, bahwa berdasarkan LHP, Panwaslu Kecamatan Remboken
Nomor 116 dan seterusnya, pada pokoknya menerangkan keberatan
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yang disampaikan dalam rapat pleno rekapitulasi Kecamatan Remboken,
yaitu sementara saat membacakan perolehan suara, kemudian dari Saksi
Partai PDIP, Bapak Fredy Palilingan meminta kepada PPK menjelaskan
(ucapan tidak terdengar jelas) surat suara, dan terjadi perdebatan, dan
kemudian Panwas kecamatan menjelaskan apa yang ditanyakan oleh
Bapak Fredy tidak ada bukti. Kemudian sudah disetujui oleh saksi PDIP
dan tidak ada lagi masalah karena saksi sudah menandatangani C.Hasil
dan C.Salinan.

Poin 7, bahwa terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon,
terdapat juga surat dari Bapak Fredy Palilingan sebagai Ketua Pengurus
Anak Cabang PDI Perjuangan Kecamatan Remboken yang dikirimkan
kepada Bawaslu Minahasa tertanggal 29 Februari perihal Laporan
Keberatan.

Kemudian pada poin 8, Bawaslu Minahasa menindaklanjuti surat
kepada Bawaslu Minahasa yang dikirimkan oleh Bapak Fredy dengan
menyampaikan dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten.

Poin 9, bahwa berkenaan ... berkenaan dengan dalil Permohonan
Pemohon selebihnya, Bawaslu Minahasa tidak menangani dugaan
pelanggaran yang berasal dari laporan maupun temuan perihal selisih
suara Pemohon, sebagaimana dengan LHP yang sudah dibuktikan.

Demikian, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:15]

Baik, terima kasih. Prof. Enny, ada? Cukup? Yang Mulia Prof.
Anwar? Cukup, ya?

Baik, saya sahkan alat buktinya. Termohon mengajukan Bukti T-1
sampai dengan T-8. Betul? Betul? T-1 sampai dengan T-8, ya.

Kemudian Bawaslu PK-30.1 sampai 30.17? Betul. Semuanya
lengkap, sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Oke. Berikutnya Perkara Nomor 81 yang diajukan oleh Pemohon
Dr. Harley Alfredo Mengindaan dengan Pihak Terkait Royke Reynald
Anter ada Pihak Terkait? Oke, Pihak Terkait ada rekomendasi dari Partai
Demokrat, sudah ada, ya? Baik. Baik Pemohon maupun Pihak Terkait
ada rekomendasi dari partai. Partainya mensilakan untuk berkelahi di
Mahkamah Konstitusi.

Silakan Termohon.
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KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:12:34]

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan, perkenalkan, saya La Radi Eno
dari Kantor Hukum Pieter Ell dan Rekan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:42]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:12:43]

Berikut kami bacakan Jawaban Termohon atas ... dalam Perkara
Nomor 81 yang dimohonkan oleh perseorangan atas nama Dr. Harley
Alfredo Benefica Mangindaan, S.E., M.S.M.

Yang Mulia, dalam Jawaban Termohon kami uraikan dalam 3 bab,
yaitu Bab Pertama atau pembahasan tentang eksepsi, yang kedua pokok
Permohonan, yang ketiga adalah terkait dengan Petitum.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:16]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:13:17]

Olehnya itu, dalam poin pertama, eksepsi, kami bahas tentang
kewenangan Mahkamah Konstitusi pada halaman 3, kami anggap
dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:25]

Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:13:26]

Kemudian B, pada halaman 4, tentang kedudukan hukum
Pemohon legal standing, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:34]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:13:35]

Kemudian C, Permohonan Pemohon tidak jelas, dalam halaman 5,
sama kami anggap dibacakan, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:43]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:13:44]

Olehnya itu, izinkanlah kami akan membahas ... membacakan
poin-poin penting dalam pokok perkara.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:49]
Oke.
KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:13:50]

Dan denga ... yang kami tidak sempat membacakan, dianggap ...
mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:54]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:13:56]

Dalam pokok perkara, halaman 6, Yang Mulia, bahwa Termohon
menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dan dalil, klaim,
dan permohon ... dan permohonan Pemohon a quo, kecuali terhadap
hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui, maupun
kebenarannya oleh Termohon, Yang Mulia.

Dua, bahwa pada halaman 7 Pemohon ... per ... 7 Permohonan,
Pemohon pada pokoknya menyatakan Dewan Pimpinan Pusat Partai
Demokrat memberikan persetujuan kepada Pemohon atas nama Dr.
Harley Alfredo untuk mengajukan pembatalan penetapan perolehan
suara oleh Termohon di Mahkamah Konstitusi RI, Bukti T-2. Padahal
dalam setiap tahapan rekapitulasi perolehan suara, telah dihadiri oleh
saksi dari Partai Demokrat dan hasil rekapitulasi tersebut disetujui oleh
saksi Partai Demokrat.

Dengan demikian, Partai Demokrat tidak konsisten dengan
mandat yang telah diberikan kepada setiap saksi di setiap tingkatan
dalam seluruh proses rekapitulasi perolehan suara pada Pemilihan Umum
Tahun 2024 sepanjang yang terkait dengan rekapitulasi perolehan suara
di Dapil 1, Provinsi Sulawesi Utara.

Poin tiga, bahwa dalil Pemohon pada halaman 7 yang pada
pokoknya menyatakan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan
oleh Termohon untuk caleg DPRD provinsi dari Partai Demokrat Nomor
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Urut 1, Dapil Provinsi Sulawesi Utara atas nama Royke Reynald Anter
adalah dalil yang tidak benar. Termohon telah melakukan rekapitulasi
perolehan suara dengan sebenar-benarnya yang dilakukan secara
berjenjang mulai dari tingkat TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi
sampai pada tingkat pusat di KPU RI dihadiri oleh Bawaslu dari tingkat
TPS sampai pusat dan dihadiri pula oleh saksi-saksi partai politik,
termasuk saksi dari Pemohon dari Partai Demokrat. Untuk itu dapat
Termohon sampaikan fakta-fakta sebagai berikut. Bukti T-3.

Yang Mulia, pada halaman 7 sisanya, halaman 8 kami anggap
dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:03]
Oke.
KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:16:04]

Kemudian halaman 9, tabel 2 juga kami anggap dibacakan, Yang
Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:10]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:16:10]

Izin, Yang Mulia.

Karena Pemohon menyinggung, dalam dalilnya itu ada 11
kecamatan, tapi TPS-nya dikit, maka kami akan membacakan 1 atau 2
kecamatan, sisanya kami akan lanjutkan pada halaman berikut.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:21]
Ya, anggap dibacakan. Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:16:24]

Ya. Halaman 10, poin 7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin
1, halaman 7 sampai 8, yang pada pokoknya menguraikan tentang
adanya penambahan 1 suara untuk Calon Nomor Urut 1 atas nama
Royke Reynald Anter, S.E., M.E., di TPS 3 Kelurahan Dendengan Dalam,
Kecamatan Paal 2, Kota Manado adalah dalil yang tidak benar. Karena
Termohon tidak melakukan penambahan suara untuk Calon Nomor Urut
1 tersebut, dimana berdasarkan data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan,
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vide Bukti T-1 ... T-11 dan T-12, perolehan suara yang sah adalah
sebagai berikut.
Tabel kami anggap dibacakan, keterangannya izin kami bacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:06]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:17:07]

Bahwa pada saat Pleno tingkat kecamatan, terdapat
ketidaksesuaian pada jumlah pengguna pada halaman administrasi,
sehingga dilakukan penghitungan ulang surat suara sah dan tidak sah
berdasarkan rekomendasi panwascam.

Setelah dilakukan penghitungan terhadap selisih 1 suara yang
seharusnya milik Royke Reynald Anter, S.E., M.E., maka dilakukan
koreksi pada C.Hasil Plano, sehingga perolehan suara Royke Reynald
Anter, S.E., M.E. dari ... dari apa ... dapil 8 ... dari 8 menjadi 9 suara.
Hasil koreksi disaksikan dan disetujui oleh seluruh peserta pleno,
dibuktikan dengan ditandatanganinya dokumen C.Hasil TPS dan D.Hasil
kecamatan oleh saksi, termasuk saksi Pemohon, Yang Mulia.

Kemudian poin ... tabel 4, halaman 11, kami anggap dibacakan.
Sama, Yang Mulia. Ada penjelasannya dan bukti atau videnya kami
taruh.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:04]

Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:18:08]

Kami lanjut. Izin, Yang Mulia, halaman 24
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:10]

Ya, silakan.
KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:18:11]

Tabel 17. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 17 halaman
20 yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah melakukan
penambahan suara untuk Calon Nomor Urut 1 atas nama Royke Reynald
Anter, S.E., M.E. pada TPS 15 ... pada 15 TPS di Kota Manado sebanyak

58 suara dan melakukan pengurangan suara untuk Calon Nomor Urut 2
atas nama Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E., M.S.M. Di TPS ...
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di TPS 5 ... di 15 TPS di Kota Manado sebanyak 11 suara adalah dalil
yang Kkeliru, tidak benar, tidak valid dengan alasan-alasan sebagai
berikut.

Bahwa jika yang dilakukan dalil Pemohon adalah telah terjadi
pengurangan suara Caleg Nomor Urut 2 di TPS 15 di Kota Manado, tentu
dalil Pemohon tersebut sangatlah keliru karena Pemohon tidak
menguraikan dengan jelas TPS 15 tersebut berada di kelurahan dan
kecamatan yang mana.

Bahwa jika yang dimaksud Pemohon adalah telah terjadi
pengurangan suara Caleg Nomor Urut 2 pada TPS ... pada 15 TPS di
Kota Manado, maka dalil Pemohon tersebut juga menjadi keliru karena
Pemohon hanya menguraikan dugaan pengurangan suara Calon Nomor
Urut 2 tersebut di TPS 3 ... di 3 TPS.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:30]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:19:30]

Poin 23, bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 18 halaman 20,
yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon baru mengetahui
adanya penambahan dan pengurangan suara dalam Model D.Hasil
Kecamatan Malayang, Model D.Hasil Kecamatan Tikala, Model D.Hasil
Kecamatan Wenang, Model D.Hasil Kecamatan Tuminting, Model D.Hasil
Kecamatan Paal 2, Model D.Hasil Kecamatan Bunaken Kepulauan, Model
D.Hasil Kecamatan Mapa ... Mapa ... Mapanget, Model D.Hasil Kecamatan
Bunaken, dan Model D.Hasil Kecamatan Bunaken Kepulauan, sejak di
rekapitulasi tingkat Kota Manado adalah dalil yang tidak benar. Karena
faktanya, setiap tahapan rekapitulasi perolehan suara dihadiri oleh saksi
partai politik, termasuk saksi Partai Demokrat atau Pemohon.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:15]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:20:16]

Bahwa terhadap dalil Pemohon, poin 24 ... bahwa terhadap dalil
Pemohon pada poin 19, halaman 20, yang pada pokoknya menyatakan
Pemohon juga telah membuat laporan di Bawaslu Kota Manado,
berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan tertanggal 8 Maret 2024,
yang membuat laporan Yudi M.R.S. dapat Termohon sampaikan bahwa
dalil tersebut patut untuk dikesampingkan. Karena Pemohon tidak
menguraikan dengan jelas, bagaimana tindak lanjut Bawaslu Kota
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Manado terhadap laporan Pemohon tersebut karena hanya sebatas tanda
bukti, tanpa adanya keputusan dari Bawaslu.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:53]

Ini nanti Bawaslu, ya, direspons ini.

KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:20:54]

Kemudian 25 ... poin 25, kami anggap dibacakan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:58]

Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:20:59]

Poin 26, Yang Mulia, izin.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:00]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:21:00]

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon telah
menguraikan dengan jelas mengenai perolehan suara caleg dari Partai
Demokrat untuk anggota DPRD Provinsi Dapil 1, Provinsi Sulawesi Utara,
Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar,
sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 huruf d PKPU Nomor
5 Tahun 2024 dan seterusnya dianggap dibacakan.

1zin, poin 3 (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:26]

Oke. Petitum.

KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:21:27]

Petitum, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:28]

Ya, silakan.
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KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:21:29]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon
memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk
menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa
perkara a quo.

3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas.

4. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

5. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 360/2024 dan seterusnya, dianggap

dibacakan.

3. Menetapkan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota
DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang benar, sepanjang Perolehan
Suara Partai Demokrat di wilayah Dapil 1 Provinsi Sulawesi
Utara, Kota Manado, sebagai berikut. Tabel dianggap
dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:37]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:22:37]

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon Dr. Petrus Peter Ell, S.H.,
M.H., Ph.D., La Radi Eno, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:55]

Baik, terima kasih.
Pihak Terkait ini, disertasi mau dibacakan seluruhnya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:23:01]

Tidak, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:04]
Resumenya, ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:23:04]

Ya. Jadi kami mohon izin, Yang Mulia. Karena seperti Yang Mulia
bilang, agak tebal, jadi kami izin untuk membaca ringkasannya (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:12]
Enggak, saya enggak bilang agak tebal, kayak disertasi.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:23:16]

Namun, izin, Yang Mulia. Karena dibaca ringkasannya, kami
memisahkan antara adanya kejadian khusus dan tidak ada kejadian
khusus, jadi mungkin susunannya tidak sama dengan yang ada di situ,
Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:26]

Ya, silakan. Pokok-pokoknya, ya? Resumenya saja.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:23:29]

Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:30]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:23:32]

Keterangan Pihak Terkait (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:34]

Luar biasa ... ini yang menyampaikan siapa, ini?
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:23:36]

Siap, Yang Mulia? Izin.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:37]
Yang menyampaikan siapa, ini?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:23:39]

Yudha Ramon dan Erick Pangalila, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:40]
Oke ini Kantor Law office-nya Didie Ramon, ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:23:44]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:46]
Oke, di Jakarta?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:23:47]

Di Jakarta, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:48]

Oke, ya, nanti apa ... kita bertiga promotornya, nanti.
Ya, silakan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:23:59]

Terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan Pihak Terkait Perkara Nomor 81-02-14-25/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024. Kami telah mendapatkan kuasa dari Hj. Agus Harimurti
Yudhoyono, selaku Ketua Umum DPP Partai Demokrat dan Hj. Teuku
Riefky Harsya, selaku Sekjen DPP Partai Demokrat yang telah
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memberikan kuasa kepada Yudha Ramon, S.H., M.H., Erick Pangalila,
S.H., M.H., Doval Vilantrop, S.H., dan Haikal Praditya, S.H., dan telah
mendapatkan persetujuan tertulis tanggal 19 April 2024.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:35]

Ya, itu dianggap dibacakan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:24:40]

Dan dianggap dibacakan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:40]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:24:41]

Dalam Eksepsi, Pemohon ... Permohonan tidak jelas atau obscuur
libel.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:42]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:24:42]

Dianggap dibacakan. Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum
untuk mengajukan Permohonan terhadap perolehan suara Pihak Terkait.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:51]
Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:24:51]

Juga dianggap dibacakan. Pemohon ... Permohonan prematur
(exceptio dilatoria) (...)
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:52]
Ya. Dianggap dibacakan (...)

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:25:01]

Dianggap dibacakan.

Bahwa dalam pokok perkara persandingan perolehan suara
Pemohon perseorangan Partai Demokrat menurut Pihak Terkait untuk
pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Daerah Pemilihan
1. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan alasan-alasan
yang dikemukakan dalam eksepsi secara mutatis mutandis menjadi satu
kesatuan.

Bahwa dalil-dalil Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon
tidak benar dan tidak memiliki dasar dan landasan hukum.

Tabel 1, dianggap dibacakan. Bahwa intinya kami memiliki
perhitungan juga, kalau memang ... seperti itu, Yang Mulia. Dianggap
dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:43]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:25:44]

Penambahan perolehan suara Pihak Terkait yang ada ... yang
didalilkan Pemohon, dimana terdapat kejadian khusus.

Bahwa terdapat dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan
telah terjadi penambahan perolehan suara secara ... atas suara Pihak
Terkait di atas, menurut Pihak Terkait, sebagai berikut.

1. Penambahan suara di TPS 3 Kelurahan Dendengan Dalam, Kecamatan
Paal Dua, Kota Manado sebanyak 1 suara.

2. Penambahan suara di TPS 6 Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan
Mapanget, Kota Manado sebanyak 1 suara.

3. Penambahan suara di TPS 1 Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan
Wenang, Kota Manado sebanyak 10 suara.

4. Pengurangan suara di TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan
Wenang, Kota Manado sebanyak 1 suara.

Yang dituduhkan kepada Pemohon ... yang dituduhkan Pemohon
kepada pihak ... kepada Termohon dan merugikan Pihak Terkait adalah
tidak berdasar, tidak sesuai fakta, dan tidak disertai alasan-alasan yang
jelas.
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Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan dan membuktikan
dalam surat Pemohonannya kapan terjadinya penambahan suara
tersebut, dimana, dilakukan oleh siapa, dan bagaimana cara bentuk
penambahannya. Perolehan suara Pihak Terkait, sebagaimana yang telah
disebutkan dalam dituduhkan tersebut.

Bahwa dalam tingkat ... bahwa terdapat fakta hukum terjadinya
penambahan dan pengurangan suara, sebagaimana yang telah
disebutkan sebelumnya bukanlah proses yang tidak sah, tetapi sebagai
konsekuensi dari pembetulan yang dilakukan pada saat Rapat Pleno
Rekapitulasi Perhitungan dan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Paal
2, Kelurahan Dendengan dalam TPS 3 dan seterusnya. Di tingkat
Kecamatan Mapanget, Kelurahan Paniki Bawah untuk TPS 6 pada tanggal
20 Februari 2024, dan seterusnya. Di tingkat Panitia Pemilihan
Kecamatan Wenang untuk TPS 1 Kelurahan Pinaesaan pada tanggal 26
Februari 2024, dan seterusnya dan pada tingkat Panitia Pemilihan
Kecamatan Wenang di Kelurahan Bumi Beringin untuk TPS 10,
pengurangan 1 yang didalilkan Pemohon bukanlah kesalahan penulisan
C.Hasil, tapi pembetulan pecatatan itu pun hanya di C.Hasil Salinan
DPRD Provinsi, yang dilakukan pada tanggal 26 Februari 2024 dan
seterusnya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum 25 Tahun 2023, Pasal 16, dianggap
dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:25]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 8102-14-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:28:26]

Bahwa dalil yang menyatakan adanya kesalahan penulisan
dan/atau ketidaksesuaian perolesan ... perolehan suara Pihak Terkait di
D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi secara tidak sah, sebagaimana di
dalilkan Pemohon adalah tidak benar. Setelah pembetulan tersebut,
perolehan suara Pihak Terkait dalam D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
tidak berbeda dengan D.Hasil Kabupaten/Kota DPRD Provinsi dan Hasil
D.Hasil Provinsi DPRD Provinsi di Bukti PT-3 dan PT-2.

Yang berikutnya adalah penambahan perolehan suara Pihak
Terkait yang didalilkan Pemohon, tidak dapat ... tidak terdapat kejadian
khusus. Bahwa terhadap dalili Pemohon vyang pada pokoknya
menyatakan telah jadi penambahan perolehan suara di ... penambahan 6
suara di TPS 2, Kelurahan Manado Tua II, Kecamatan Bunaken.

Penambahan 2 suara di TPS 13, Kelurahan Bali ... Bi ... Bailang,
Kecamatan Bunaken, Kota Manado.



72

Penambahan 3 suara di TPS 2 Kelurahan Bunaken, Kecamatan
Bunaken.

Penambahan 10 suara di TPS 20, Kelurahan Malalayang I Timur,
Kecamatan Malalayang.

Penambahan 1 suara di TPS 17, Kelurahan Pakowa.

Penambahan 1 suara di TPS 35, Kelurahan Teling Atas.

Penambahan 1 suara di TPS 16, Kelurahan Karombasan Utara,
Kecamatan Wanea.

Penambahan 10 suara di TPS 9, Kelurahan Karombasan Selatan,
Kecamatan Wanea.

Penambahan 2 suara di TPS 14, Kelurahan Kombos Barat,
Kecamatan Singkil.

Penambahan 10 suara di TPS 16, Kelurahan Banjer, Kecamatan
Tikala.

Pengurangan 1 suara Pemohon di TPS 14, Kelurahan Kombos
Barat, Kecamatan Singkil.

Pengurangan 9 suara Pemohon di TPS 27, Kelurahan Mahawu,
Kecamatan Tuminting.

Yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon dan merugikan
Pihak Terkait adalah tidak berdasar, tidak sesuai fakta dan tidak disertai
dengan alasan yang jelas.

Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan kapan terjadinya
penambahan secara tidak sah tersebut, di mana dilakukannya, oleh
siapa, dan bagaimana bentuk penambahan perolehan suara Pihak
Terkait, sebagaimana yang dituduhkan tersebut.

Bahwa dalil dalam nyatakan adanya kesalahan penulisan atau
ketidaksesuaian perolehan secara pihak ... suara Pihak Terkait di C.Hasil
Provinsi, D.Hasil Kecamatan ... dan di D.Hasil Kecamatan DPRD,
sebagaimana didalilkan Pemohon adalah tidak benar.

Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, tidak ada
penambahan suara Pihak Terkait dan pengurangan suara Pemohon dari
yang seharusnya. Di samping itu juga, tidak ada ditemukan adanya
kesalahan penulisan dan/atau ketidaksesuaian perolehan suara Pihak
Terkait, sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon.

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait dalam C.Hasil DPRD Provinsi
tidak berbeda dengan D.Hasil Kecamatan Provi ... tidak berbeda juga
dengan hasil ... dengan D.Hasil Kabupaten/Kota dan tidak ... serta tidak
berbeda dengan D.Hasil Provinsi ... ka ... Sulawesi Utara.

Bahwa berdasarkan fakta hukum, tidak ada catatan khusus dan
juga tidak ada keberatan Pemohon, terkait tuduhan Pemohon dalam
perkara a quo yang tercatat dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus
atau keberatan saksi KPU di tingkat TPS tersebut.

Bahwa terhadap bukti-bukti yang disampaikan Pemohon, tidak
bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga tidak bisa
dikualifikasikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dalam
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persidangan perkara a quo. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut tidak
memilik ... tidak membuktikan dalil Pemohon yang pada pokoknya
menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara, sebagaimana
disebutkan sebelumnya terhadap perolehan suara Pihak Terkait.

Bahwa peraturan Mahkamah (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:52]

Apalagi, itu?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:32:53]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:54]
Yang dibaca masih berapa halaman lagi, itu?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:32:56]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:54]
Ha?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:32:57]

Siap, Yang Mulia. Untuk selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan saya,
Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:03]
Ya, masih berapa halaman lagi itu?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:33:05]

Kira-kira 2 halaman, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:05]
Dua ... 2 halaman lagi?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERICK PANGALILA [01:33:07]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:08]
Oke, silakan dibaca.
Ini begini sebelumnya, tadi Termohon menyampaikan bahwa

Royke memperoleh suara 18.998?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:33:019]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:20]
Kemudian, Harley Alfredo=18.952.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:33:019]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:27]

Ada selisih 46 suara, sedangkan menurut Pihak Terkait, selisihnya
75, ya? Ttu di (...)

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:33:38]

Nanti akan disele ... dijelaskan di poin berikutnya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:41]

Oke, itu anu ... benar itu? Yang ditulis di sini?



519.

520.

521.

522.

523.

524.

525.

75

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:33:44]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:45]

Dalam Petitumnya Pihak Terkait, perolehan Royke=19.088, Harley
... Harleynya=18.913.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:33:56]

Ya, itu (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:57]
Beda, ya, dengan Termohon, ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:33:59]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:00]
Ya. Silakan diteruskan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERICK PANGALILA [01:34:03]

Persandingan perolehan suara menurut Pihak Terkait, khusus di 7
TPS di Kota Manado yang tidak dimohonkan oleh Pemohon. Selain
memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait, khusus kepada 15 TPS di
Kota Manado yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara a quo,
Pihak Terkait juga menemukan adanya penambahan suara Pemohon dan
pengurangan suara Pihak Terkait yang merugikan Pihak Terkait di Kota
Manado di TPS 04, Kelurahan Tongkaina, Kecamatan Bunaken.

TPS 25, Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken.

TPS 5, Kelurahan Sario, Kecamatan Sario.

TPS 3, Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang.

TPS 21, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang.

TPS 9, Kelurahan Bunaken, Kecamatan Bunaken.

TPS 9, Kelurahan Maasing, Kecamatan Tuminting.
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Untuk itu, demi keadilan, Pihak Terkait juga memohon agar
kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan
memberikan keadilan yang memeriksa, memutus, dan mengadili temuan
Pihak Terkait. Adapun total penambahan suara dan pengurangan suara
Pihak Terkait dan merugikan Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

Dianggap dibacakan tabelnya, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:15]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERICK PANGALILA [01:35:17]

Bahwa perbedaan suara yang terjadi, disebutkan sebelumnya
terjadi karena ada pengurangan sebesar 90 suara terhadap perolehan
suara Pihak Terkait dan terjadi penambahan sebesar 39 suara terhadap
perolehan suara Pemohon. Menurut Pihak Terkait, selisih suara tersebut
disebabkan karena adanya kesalahan penulisan. Adapun penambahan
suara Pemohon dan pengurangan Pihak Terkait yang merugikan Pihak
Terkait sebagai berikut.

Bahwa penambahan 1 terjadi di TPS Kelurahan 04, Kelurahan
Tongkaina, Kecamatan Bunaken. Bahwa pengurangan 1 suara terjadi di
04, di Kelurahan Tongkaina, Bunaken disebabkan menurut data C.Hasil
Salinan DPRD Provinsi yang dimiliki oleh Pihak Terkait, seharusnya suara
Pemohon berjumlah 4 suara, bukan 3 suara.

Bahwa penambahan suara Pemohon terjadi di TPS 25 Kelurahan
Bailang, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, yang dimiliki oleh Pihak
Terkait, seharusnya suara Pemohon berjumlah 4 suara, bukan 6 suara,
sebagaimana dimaksud dalam D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi.

Bahwa pengurangan suara Pihak Terkait terjadi di TPS 25
Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken yang dimiliki oleh ... yang dimiliki
oleh Pihak Terkait seharusnya suara Pemohon berjumlah 1 suara, bukan
0 suara, sebagaimana dimaksud dalam D.Hasil Kecamatan DPRD
Provinsi.

Bahwa penambahan suara Pemohon terjadi di TPS 05 Kelurahan
Sario, Kecamatan Sario yang dimiliki oleh Pihak Terkait, seharusnya
suara Pemohon berjumlah 0 suara, bukan 11 suara, sebagaimana
dimaksud dalam D.Hasil Kecamatan.

Bahwa suara Pihak Terkait terjadi di TPS 03 Kelurahan Kleak,
Kecamatan Malalayang yang dimiliki oleh Pihak Terkait, seharusnya suara
Pemohon berjumlah 35 suara, bukan 34, sebagaimana dimaksud dalam
D.Hasil DPRD Provinsi.

Bahwa penambahan suara Pemohon yang terjadi di TPS 21
Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang yang dimiliki oleh Pihak Terkait,
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seharusnya suara Pemohon berjumlah 0 suara, bukan 13 suara,
sebagaimana dimaksud dalam D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:31]

Itu masih berapa halaman, itu? Semua dianggap dibacakan.
Sekarang Petitumnya saja.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERICK PANGALILA [01:37:41]

Petitum. Siap, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:43]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERICK PANGALILA [01:37:44]

Petitum, berdasarkan alasan-alasan yang telah Pihak Terkait
uraikan di atas, dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi dan/atau Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk
menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun

2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu, selain yang menyangkut
perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS 04 dan
lainnya, ke semua Kota Manado untuk pengisian anggota ...
pengisian Anggota Dewan Perwaklian Rakyat Provinsi Sulawesi
Utara, Daerah Pemilihan 1 dari Partai Demokrat.

3. Membatalkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 360 tentang
Penetapan Anggota Dewan Pemerintahan Rakyat Secara
Nasional dalam Pemilihan Umum 2024, khusus yang
menyangkut perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di
TPS 04 Tongkaina, TPS 25 Kelurahan Bailang, TPS 5 Kelurahan
Sario, TPS 3 Kelurahan Kleak, TPS 21 Kelurahan Bahu, TPS 9
Kelurahan Bunaken, dan TPS 9 Kelurahan Tuminting.

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pihak
Terkait dan Pemohon untuk pengisian Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Tabelnya
dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:21]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERICK PANGALILA [01:39:25]

5. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk
melaksanakan putusan ini.
Atau apabila Makamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:36]

Baik, terima kasih.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERICK PANGALILA [01:39:37]

Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:39]

Bawaslu ... anu, ya? Saya baca dulu halaman 42.

Perolehan atas nama Royke=18.998. Perolehan suara Dr. Harley
18.005 ... saya ulangi, 18.952? Ya? Tolong dikonfirmasi. Betul, enggak?
Royke=18.998?

BAWASLU: DONNY RUMAGIT [01:40:12]

Ya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:13]

Dr. Harley=18.952?

BAWASLU: DONNY RUMAGIT [01:40:16]

Ya, benar.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:17]

Sama dengan Termohon, ya?
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BAWASLU: DONNY RUMAGIT [01:40:18]
Sama.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:19]

Oke, kalau begitu ada persoalan yang pokok yang mau
disampaikan?

BAWASLU: DONNY RUMAGIT [01:40:23]
Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:024]

Silakan, yang pokok saja, ya. Jadi, perolehan suara untuk kedua
kontestan ini antara Termohon dan Pihak Bawaslu sama. Tapi Pihak
Terkait cari untung ini.

BAWASLU: DONNY RUMAGIT [01:40:38]
Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:39]

Selisihnya menjadi 75. Padahal kalau Termohon dan Pihak
Bawaslu selisihnya hanya 46. Ya, mumpung di ... apa ... digugat, ah
embati saja, cari untung gitu, ya, Pihak Terkaitnya.

Silakan, Bawaslu.

BAWASLU: DONNY RUMAGIT [01:40:57]

Terima kasih, mohon izin, Yang Mulia membacakan Keterangan
Bawaslu dengan Perkara Nomor 81.

Bagian A dianggap dibacakan.

Kemudian bagian B, poin 1. Bahwa Bawaslu Kota Manado telah
menerima laporan oleh pelapor atas nama Yudi Sengkei dengan Nomor
006 tertanggal 8 Maret 2024, dimana berdasarkan kajian awal
dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil dan diregistrasi dengan
Nomor Register 001, kemudian laporan a quo kemudian ditindaklanjuti
dengan sidang pelanggaran administrasi, dengan putusan menyatakan
terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan
melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, vide Bukti PK-
30, tertanggal 4 April 2024.
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Poin 2, bahwa terhadap dalil Pemohon perihal penambahan
sebanyak 1 suara pada Calon Nomor 1 Partai Demokrat atas nama Royke
Anter di TPS 3 Kelurahan Dendengan Dalam, sesuai dengan pengawasan
Bawaslu Kota Manado pada Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Paal 2,
dimana terdapat kekeliruan pengisian oleh KPPS TPS 3 pada C.Hasil
Plano dan C.Salinan DPRD Provinsi pada waktu rekapitulasi di tingkat
TPS, sehingga saksi yang hadir sepakat meminta PPS dan PPK untuk
membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara. Untuk Partai
Demokrat, perolehan suara partai diperbaiki dari 2 suara menjadi 1
suara. Hasil penghitungan suara diperbaiki oleh PPS disaksikan oleh
panwaslu kecamatan dan disetujui oleh para saksi yang hadir, vide Bukti
PK.30.

Poin 3, bahwa terhadap dalil Pemohon perihal penambahan 10
suara pada Calon Nomor Urut 1 Partai Demokrat di D.Hasil Kecamatan
Malalayang TPS 2, Kelurahan Malalayang 1 Timur, Bawaslu Kota Manado
telah melakukan pengawasan pada pleno rekapitulasi perolehan suara
pemilu di Kecamatan Malalayang pada penghitungan TPS 20, Kelurahan
Malalayang 1, yang pada pokoknya ditemukan KPPS yang keliru mengisi
C.Salinan DPRD Provinsi untuk Partai Demokrat Nomor Urut 1 yang pada
C.Salinan ditulis 2 suara, sedangkan pada C.Plano tertulis 12 suara.
Perbedaan pada C.Salinan dan C.Plano langsung dikoreksi oleh PPS
dengan mendatangkan KPPS di tiap TPS, serta menghitung kembali
jumlah fisik suara dengan persetujuan Panwaslu Kecamatan Malalayang
dan saksi-saksi yang hadir, vide Bukti PK.30.

Poin 4, bahwa terhadap dalil Pemohon perihal penambahan satu
suara pada Calon Nomor Urut 1 Partai Demokrat di D.Hasil Kecamatan
Wanea, TPS 17, Kelurahan Pekua, Bawaslu Kota Mado ... Kota Manado
telah melakukan tugas pengawasan pada Pleno Rekapitulasi dan
Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Wanea, Kota Manado, yang
pada pokoknya pada C.Hasil DPRD Provinsi terdapat 1 suara untuk
Nomor Urut 1 Partai Demokrat sesuai yang tercatat pada C.Hasil TPS 17,
Kelurahan Pekua. Tidak terdapat keberatan saksi yang hadir perihal
perolehan suara Partai Demokrat.

Poin 5. Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal penambanan ...
penambahan 10 suara pada calon Nomor Urut 1 Partai Demokrat di
D.Hasil Kecamatan Wanea, TPS 09 Kelurahan Karombasan Selatan,
Bawaslu Kota Manado telah melakukan tugas pengawasan pada Pleno
Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Wanea pada
TPS 09, Kelurahan Karombasan Selatan. Dimana terdapat kesalahan
penulisan oleh KPPS dalam C.Hasil Salinan yang dibagikan kepada
pengawas TPS dan saksi, sehingga langsung dikoreksi mengikuti C.Hasil
Plano, yaitu untuk Partai Demokrat Nomor Urut 1 terdapat 11 suara. Vide
Bukti PK-30.

Poin 6. Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal penambahan
sebanyak 10 suara pada Calon Nomor Urut 1 Partai Demokrat atas nama
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Royke Anter di TPS 16, Kelurahan Banjel ... Banjer, sesuai dengan
pengawasan Bawaslu Kota Manado pada Rapat Pleno Kecamatan Tikala.
Dimana telah dilakukan perbaikan pada C.Hasil DPD Provinsi oleh PPK
untuk perolehan suara Partai Demokrat Caleg Nomor Urut 1 di TPS 16,
Kelurahan Banjer, karena terjadi kesalahan dalam input data digital
Sirekap yang semula berjumlah 18 suara, kemudian dilakukan perbaikan
dengan mengacu pada jumlah yang tertera pada C Plano, yaitu 28 suara.

Poin 7. Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal penambahan
sebanyak 10 suara pada Calon Nomor urut 1 Partai Demokrat di D.Hasil
Kecamatan Wenang, TPS 1 Kelurahan Pinaesaan, sesuai dengan
pengawasan Bawaslu Kota Manado pada Rapat Pleno Kecamatan
Wenang, yang pada pokoknya saat melakukan pencocokan data,
ditemukan kesalahan pada penulisan perolehan suara Caleg Partai
Demokrat Nomor Urut 1 pada C.Hasil Salinan di TPS 1 Kelurahan
Pinaesaan. Dimana pada C.Hasil Salinan tersebut tertulis 5 suara,
sedangkan pada C.Plano tertulis 15 suara. Panwaslu Kecamatan Wenang,
langsung memberikan saran perbaikan secara lisan kepada PPK untuk
segera dilakukan pembetulan sesuai dengan data C.Plano. Saran
perbaikan tersebut ditindaklanjuti oleh PPK dengan melakukan koreksi
dan pembetulan pada D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi Kecamatan
Wenang, disaksikan oleh seluruh saksi yang hadir.

Poin 8. Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal penambahan
sebanyak 10 suara pada calon Nomor Urut 1 Partai Demokrat di D.Hasil
Kecamatan Wenang, TPS 10 Bumi Beringin, Bawaslu Kota Manado telah
melakukan tugas pengawasan pada Pleno Rekapitulasi Suara Pemilu
Kecamatan Wenang. Dimana pada TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin
ditemukan salah penulisan jumlah perolehan suara sah pada C.Hasil
Salinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Partai Demokrat Nomor Urut 2,
dimana pada pencermatan dan pecocokan data C.Plano, penulisan angka
jumlah suara sah yaitu 14, sedangkan jumlah arsiran garis berjumlah 13.
Panwaslu Kecamatan Wenang Memberikan saran perbaikan secara lisan
kepada PPK untuk dilakukan pembetulan sesuai dengan C.Plano. Koreksi
dan pengesahan disaksikan oleh seluruh saksi yang hadir.

Poin 9 dan poin 10. Bahwa ... bahwa Bawaslu Kota Manado dan
Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tidak menangani dugaan pelanggaran
yang berasal dari laporan maupun temuan perihal selisih suara Partai
Demokrat.

Poin 11. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon
selebihnya, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara maupun Bawaslu Kota
Manado tidak menangani dugaan pelanggaran yang berasal dari laporan
maupun temuan perihal selisih suara Partai Demokrat.

Demikian Yang Mulia, Terima Kasih.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:47]
Ya. Terima kasih.
Prof. Enny ada? Cukup. Prof. Anwar? Cukup, ya.
Baik. Saya sahkan alat buktinya, Termohon mengajukan Bukti T-1
sampai dengan T-34.
KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [01:49:08]
Benar, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:10]
Baik, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-50.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERICK PANGALILA [01:49:15]

Benar, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:16]

Baik, Bawaslu PK-30.1 sampai dengan PK-30.72.
BAWASLU: DONNY RUMAGIT [01:49:22]

Ya, benar, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:24]

Bukti semuanya lengkap, sudah diverifikasi, betul, dan disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Ini lelah sekali saya baca disertasinya. Itu suaranya sampai
... saya taruh di bawah sampai gitu suaranya. Bisa meruntuhkan lantai 4
itu.

Baik, sekarang urutan ke-5, Perkara Nomor 47, perorangan yang
diajukan oleh Sophia Laureen Sarmita dari Gerindra. Pemohonnya ada?
Oke.

Silakan Termohon. Baca pokok-pokoknya saja, ya.

Ya, ini tadi waktu Pihak Terkait perkara yang sebelumnya begitu
tebalnya, sekarang lihat ini tipis begini, saya rasanya menjadi gembira
saya, ya.
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KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:50:46]
Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:50]
Silakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:48:50]

Ya, perkenalkan saya Taufik Hidayat S.H., M.Hum., dari NHS Law
Office dalam hal ini sebagai Kuasa Hukum KPU RI.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:55]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:50:56]

Dalam Perkara Nomor 47. Jawaban Termohon terhadap Perkara
Nomor 47 yang dimohonkan oleh Pemohon Sophia Laureen Sarmita
untuk Dapil Minahasa 2.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:10]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:48:11]

Dalam eksepsi, Yang Mulia, kami akan baca inti-intinya saja.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:15]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:51:16]

Langsung ke poin 3. Bahwa memperhatikan pokok-pokok
Permohonan yang didalilkan oleh Pemohon, jika dicermati secara
seksama, ternyata apa yang didalilkan oleh Pemohon secara substansi
bukan merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan, melainkan lebih
kepada uraian tentang terjadinya pelanggaran administrasi yang
seharusnya diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu. Bukan kewenangan

dari Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya. Namun faktanya, di
dalam perkara ini, tuduhan adanya dugaan pelanggaran administrasi
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sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, tidak dilaporkan kepada
Bawaslu, melainkan langsung mengajukan Permohonan kepada
Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dengan demikian oleh karena Permohonan yang diajukan
oleh Pemohon di dalam perkara ini bukanlah tentang sengkela ...
sengketa hasil pemilihan, melainkan seputar persoalan pelanggaran
pemilu, maka patut dan wajar kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan
tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.

Kemudian, yang berikutnya tentang kedudukan hukum Pemohon,
Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:20]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:52:21]

Bahwa memperhatikan ... memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat
(1) huruf b PMK Nomor 2 Tahun 2003 yang intinya menyebutkan bahwa
perseorangan calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten yang
akan menjadi pemohon dapat dilakukan apabila telah mendapat
persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau
sebutan lain dari partai politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam
permohonan. Jadi, untuk yang ini kami garis (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:56]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:52:57]

Bawahi dan cetak tebal.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:58]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:52:59]

Bahwa memperhatikan Permohonan Pemohon dalam perkara a
quo tidak ditemukan di dalam Permohonannya dalil yang menyatakan
tentang adanya persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris
Jenderal dari Partai Gerindra. Jika memperhatikan halaman pertama

Perbaikan Permohonan di dalam bagian identitas, justru Pemohon
mendalilkan bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama Partai
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Gerindra untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa.
Sedangkan faktanya, Pemohon dalam hal ini bukanlah Ketua Umum
Partai Gerindra. Sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mewakili
Partai Gerindra dalam mengajukan Permohonan perkara a quo.

Bahwa oleh karena tidak ada pernyataan tegas di dalam
Permohonan dan Pemohon juga bukan Ketua Partai Gerindra, maka
secara hukum Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan perkara a quo.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:52]

Ya. Terus?

KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:53:53]

Berikutnya tentang eksepsi Permohonan Pemohon tidak jelas.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:00]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:54:02]

Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon a quo dalam Posita
Permohonan tidak semua TPS pada Kecamatan Kakas dan Kecamatan
Kakas Barat terjadi pelanggaran yang dituduhkan. Namun, di dalam
Petitumnya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk dapat
dilakukan PSU di Dapil Minahasa 2, Kecamatan Kakas dan Kakas Barat
secara keseluruhan. Dalam hal ini Pemohon tidak konsisten menguraikan
kejadian dalam Posita dengan apa yang dimohonkan dalam Petitum.
Kejadian dalam ... akibatnya Permohonan ini menjadi tidak jelas atau
obscuur libel karena antara Posita dan Petitumnya tidak bersesuaian.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:44]

Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:54:46]

Masuk kepada Pokok Permohonan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:48]

Ya. Itu dianggap dibacakan seluruhnya saja.
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KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:54:52]
Baik.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:53]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:54:55]
Ya. Dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:57]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:54:58]

Pada intinya kami sudah melakukan koreksi dan tidak ada data
yang berbeda.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:04]
Oke. Silakan teruskan. Poin berapa? 16 itu coba dibacakan.
KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:55:12]

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Termohon uraikan
tersebut di atas, Termohon mampu membantah dan mengklarifikasi
semua dalil Permohonan Pemohon dengan berlandaskan pada kontra
bukti yang tidak dapat terbantahkan lagi. Oleh karena itu, Permohonan
Pemohon a quo merupakan Permohonan yang tidak benar, sehingga
layak dan patut untuk ditolak seluruhnya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:34]

Oke.
KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:55:35]

Dalam Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut
di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk
menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.
Mengabulkan eksepsi Termohon.
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Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
360 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
Umum Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, pukul
22.19 WIB atau ex aequo et bono.

Demikian, hormat kami Kuasa Hukum Termohon, Taufik Hidayat

S.H., M.Hum. Ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:22]

Terima kasih.
Bawaslu, saya persilakan.

BAWASLU: ZULKIFLI DENSI [01:56:27]
Baik, terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:30]
Pokok-pokoknya saja, ya.
BAWASLU: ZULKIFLI DENSI [01:56:32]
Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:32]
Yang tidak dibacakan, dianggap telah dibacakan.
BAWASLU: ZULKIFLI DENSI [01:56:35]

Baik, Yang Mulia.

B. Kinerja Bawaslu terkait Permohonan a quo.

Satu. Bawaslu Kabupaten Minahasa telah melaksanakan tugas
pencegahan dengan menerbitkan Surat Nomor 196/PM dan seterusnya,
tertanggal 10 Februari 2024 perihal Imbauan Persiapan Pungut Hitung
dan Pelaksanaan Pungut Hitung Pemilu Tahun 2024 kepada KPU
Kabupaten Minahasa pad ... yang pada pokoknya mengimbau kepada
KPU Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan persiapan dan
pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara untuk memastikan
kesiapan dan ketersediaan logistik pemilu di setiap TPS, memastikan
keakuratan daftar pemilih di setiap TPS, memastikan keterpenuhan
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setiap hak pemilih Warga Negara Indonesia, memastikan kesiapan TPS
dalam pemungutan dan penghitungan suara. Vide Bukti PK-30/1.

Dua. Bahwa menurut dokumen C.Salinan DPRD Kabupaten/Kota
TPS 01 Desa Wasian, Kecamatan Kakas Barat terkait dengan dalil
Pemohon pada Permohonan bagian 1 adalah sebagai berikut. Tabelnya
dianggap dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:13]
Ya, silakan teruskan.
BAWASLU: ZULKIFLI DENSI [01:58:16]

Tiga. Bahwa pengawas tempat pemungutan suara 0 ... TPS 001
Desa Wasian, Kecamatan Kakas Barat telah melakukan pengawasan
sebagaimana dalam LHP Nomor 47E/PM dan seterusnya, tanggal 14
Februari 2024, PTPS 01 Desa Simbel, Kecamatan Kakas Barat telah
melakukan pengawasan berdasarkan LHP Nomor 047C/PM dan
seterusnya, tertanggal 15 Februari 2024. PTPS 003 Desa Panasen,
Kecamatan Kakas Barat telah melakukan pengawasan sebagaimana
dituangkan dalam LHP Nomor 507 dan seterusnya, tertanggal 15
Februari 2024. PTPS 003 Desa Kalawiran, Kecamatan Kakas (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:02]
Ya, itu handphone-nya dimatikan itu, enggak boleh bunyi.
BAWASLU: ZULKIFLI DENSI [01:59:06]

Telah melakukan pengawasan sebagaimana dituangkan dalam
LHP Nomor 47F/PM dan seterusnya, tertanggal 14 Februari 2024. PTPS
002 Desa Touliang Kecamatan Kakas Barat telah melakukan pengawasan
sebagaimana dituangkan dalam LHP Nomor 55D/PM dan seterusnya,
tertanggal 14 Februari 2024. PTPS 002 Desa Simbel, Kecamatan Kakas
Barat telah melakukan pengawasan sebagaimana dituangkan dalam LHP
Nomor 048C/PM dan seterusnya, tertanggal 24 Februari 2024 ... eh sori
14 Februari 2024. Vide Bukti PK-30/2, PK-30/4, Bukti PK-30/8.

Empat terkait dengan TPS 002 Desa Simbel pada kolom rincian
perolehan suara, dalam dokumen Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota,
TPS 002 Desa Simbel, Kecamatan Kakas Barat terkait dengan dalil
Pemohon pada Pokok Permohonan bagian 1 angka 6 rinciannya sebagai
berikut. Tabel dianggap dibacakan.

Lima. PTPS 001 Desa Taunelet, Kecamatan Kakas telah
melakukan pengawasan sebagaimana dituangkan dalam LHP Nomor
04.1.A/PM dan seterusnya, tertanggal 15 Februari 2024 telah melakukan
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pengawasan pada TPS 001 Desa Taunelet yang menyatakan proses
penghitungan suara terjadi kesalahan penulisan yang dilakukan KPPS
pada perolehan suara Partai PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai
Golkar pada C.Hasil Salinan dan kemudian telah dilakukan koreksi oleh
KPPS, mengikuti C.Hasil dan pada penandatanganan C.Hasil dan C.Hasil
Salinan tidak ada keberatan saksi.

Enam. Bahwa menurut dokumen Model C.Hasil Salinan DPRD
Kabupaten/Kota yang diserahkan KPPS kepada PTPS 001 Desa Taunelet,
Kecamatan Kakas Barat terkait dengan dalil Pemohon pada Pokok
Permohonan 1, tabel dianggap dibacakan.

Tujuh. PTPS 001 Desa Mahembang, Kecamatan Kakas telah
melakukan pengawasan, sebagaimana dituangkan dalam LHP Nomor
04.G/PM dan seterusnya, tertanggal 15 Februari 2024 yang pada
pokoknya menyatakan proses pemungutan dan penghitungan suara,
dimana terjadi kesalahan penulisan dalam C.Hasil Salinan untuk
perolehan suara Partai Gerindra dan Caleg Nomor Urut 7 Partai Gerindra
atas nama Sophia L. Sarmita pada C.Hasil Salinan, yang kemudian
langsung direvisi KPPS mengikuti C.Hasil, tidak ada keberatan saksi
dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Vide Bukti PK-
30/12.

Delapan. Pada PTPS 0 ... bahwa PTPS 003 Desa Tounelet,
Kecamatan Kakas telah melakukan ... sebagaimana dituangkan dalam
LHP Nomor 04.1C/PM dan seterusnya, tertanggal 15 Februari 2024, yang
pada pokoknya menyatakan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan
suara dan tidak ada keberatan saat saksi penandatangan Berita Acara
Hasil Perhitungan Suara. Selanjutnya, sebelum menyerahkan salinan
kepada panwascam, PTPS mendapati adanya kesalahan dalam
penjumlahan total perolehan suara pada Partai Gerindra DPRD
Kebupatan Dapil 2, yakni tertulis 92, sedangkan seharusnya tertulis 100
suara dan telah disampaikan kepada panwascam. Vide Bukti PK-30-13.

Sembilan. Bahwa dokumen model C.Hasil salinan DPRD
Kebupatan Kota TPS 003 Desa Tounelet, Kecamatan Kakas, sebagaimana
dengan dalil Permohon ... Pemohon pada Pokok Permohonan bagian 1
angka 9, sebagaimana Bukti PK-30/14, tabel dianggap dibacakan.

10. Bahwa PTPS 002 Desa Toulimembet, Kecamatan Kakas
telah melakukan pengawasan berdasarkan LHP Nomor 04]/PM dan
seterusnya, tertanggal 15 Februari 2024, yang pada pokoknya
menyatakan proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada
kejadian khusus dan keberatan saksi berkaitan dengan Pokok
Permohonan, PTPS mendapati ada kesalahan dalam penjumlahan
perolehan suara Partai Gerindra DPRD Kabupaten Minahasa Dapil 2,
dimana jumlahnya tertulis 28 suara, yang seharusnya 27 dan telah
dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Kakas, vide Bukti PK-30-15.
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11. Bahwa dokumen Model C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota
TPS 002 Desa Toulimembet, Kecamatan Kakas terkait dalil Pemohon
pokok ... Permohonan bagian 1, tabel dianggap dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:57]

Ya, itu halaman 10 dan berikutnya dianggap dibacakan saja.
BAWASLU: ZULKIFLI DENSI [02:05:00]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:02]

Ya, sampai halaman 14, poin 2 ... 2.3 itu. 2.3 pengawasan oleh
Bawaslu dan seterusnya, sampai selesai.

BAWASLU: ZULKIFLI DENSI
Ya. Baik, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:22]
Ya.
BAWASLU: ZULKIFLI DENSI [02:05:23]

Pengawasan oleh bawah ... 2.3 pengawasan oleh Bawaslu
Kabupaten Minahasa, yakni telah melakukan pengawasan Pleno
Rekapitulasi  Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Minahasa,
sebagaimana dituang dalam LHP Nomor 55/LHP dan seterusnya
tertanggal 3 Maret 2024 yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten
Minahasa menyampaikan bahwa untuk jenis pemilihan DPRD
kabupaten/kota untuk Dapil 2, dimana dalam kejadian khusus atau
keberatan saksi Partai Gerindra, yaitu setelah saksi memperlihatkan
Model C.Hasil di Desa Wasian TPS 1, bahwa melihat terdapat
pelanggaran pemilu di Kecamatan Kakas Barat terjadi kesalahan
penjumlahan di TPS 1 di Desa Wasian TPS 1 kurang-lebih 50 suara yang
hilang. Untuk itu, meminta membuka kotak suara. Keberatan ini diajukan
dalam proses rekapitulasi tingkat kabupaten, begitu pula dilaporkan juga
di tingkat Kecamatan PPK Kakas Barat hadir dalam rapat pleno untuk
menjawab atau memberikan tanggapan terhadap keberatan dari saksi.
PPK menyatakan bahwa pada waktu hasil perolehan suara, akan
disahkan di tingkat kecamatan, saksi tidak memberikan keberatan suara
sah partai politik pun direvisi dan disesuaikan dengan Formulir C.Hasil
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untuk TPS 2 Desa Toulimembet, mungkin terdapat kesalahan dalam
Formulir C.Hasil Salinan yang kemudian disesuaikan dengan Plano.

Untuk itu, masalah di desa Mahembang TPS 1 tidak ada paraf dari
penyelenggara pemilu dan di tingkat kecamatan telah diparaf dan telah
dikoreksi dengan berpatokan di Formulir C.Hasil. Untuk TPS 1 Tounelet
dijawab oleh PPK, yaitu tidak terdapat satu coretan pun dalam dokumen
hasil. PPK menyampaikan untuk calon dari Partai Gerindra Nomor Urut 3
untuk Desa Tounelet TPS 1, PPK menjawab bahwa calon memang hanya
memiliki 4 suara, saksi turut meminta untuk memeriksa C.Plano pada
TPS 4 Desa Kayuwatu, setelah melihat dokumen, kemudian menyetujui
hasil ketua Bawaslu turut memberikan tanggapan dengan
mengkonfirmasi jumlah suara dari partai dan calon dari Partai Gerindra
Dapil 2 Minahasa, vide Bukti PK-30-27.

Demikian, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:52]
Ya, terima kasih
Prof. Enny, ada? Cukup. Yang Mulia Prof. Anwar?
Ya, saya mengesahkan alat bukti. Pemohon mengajukan Bukti
Tambahan P-24, P-25, sampai dengan P-327?
Kemudian Termohon T-1 sampai dengan T-467?
KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:08:18]
Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:20]
Bawaslu, PK-30.1 sampai dengan PK-30.277?
BAWASLU: ZULKIFLI DENSI [02:08:24]
Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:26]

Ya, semuanya lengkap, sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Urutan ke-6, Perkara Nomor 42, Pemohonnya Alfian Bara. Ada,
hadir? Alfian Bara? Oke.

Kemudian ada Pihak Terkait, Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan.
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42-02-05-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: P.S. JEMMY MOKOLENSANG
[02:08:58]
Hadir.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:58]
Oke.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42-02-05-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: P.S. JEMMY MOKOLENSANG
[02:08:59]
Hadir, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:01]
Silakan, Termohon. Silakan, Termohon.
KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:09:20]
Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:24]
Pokok-pokoknya, ya?
KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:09:24]
Rakhmat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partner.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:27]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:09:27]
Untuk Jawaban Termohon, Perkara Nomor 42, yang diajukan oleh
Pemohon perseorangan atas nama Alfian Bara.
Dalam eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pemohon
tidak menjelaskan pengaruh perolehan suara Pemohon dengan
perolehan kursi Pemohon dalam pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi

Sulawesi Utara. Lanjut, maka Permohonan Pemohon tersebut tidak
memenuhi ketentuan Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Pemilu juncto
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Pasal 74 ayat (2) huruf ¢ Undang-Undang MK juncto Pasal 5 PMK
2/2003, yang menjadi kewenangan Mahkamah. Oleh karenanya,
Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Pemohon dalam Petitum Permohonan meminta diskualifikasi Calon
Anggota DPR Provinsi Dapil Sulut 4, Nomor Urut 5 atas nama Haslinda
Rotinsulu dan Nomor Urut 7 atas nama Kamran Podomi dari Partai
Nasdem.

Lanjut, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:32]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:10:32]

Bahwa dalam Permohonan dan Pemohonannya tidak menguraikan
pelanggaran pemilu, sebagaimana yang dimaksud Pasal 280 dan 284
Undang-Undang Pemilu dan mekanisme pembatalan penetapan calon
anggota legislatif, sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 285
juncto Pasal 286 Undang-Undang Pemilu dan bahwa faktanya, Termohon
tidak pernah mendapat informasi atau rekomendasi dari Bawaslu Provinsi
Sulut (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:57]
Oke.
KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:10:58]

Pernah menerima laporan ataupun mendapatkan temuan adanya
dugaan pelanggaran pemilu, sebagaimana yang didalilkan oleh
Pemohon. Oleh karenanya, Posita dan Petitum Pemohon adalah
mengada-ada dan sepatutnya Mahkamah mengabaikan atau menolak
seluruh dalil dan Petitum Pemohon sepanjang berkaitan dengan
pelanggaran pemilu, sebagaimana ketentuan Pasal 280, Pasal 284, Pasal
285, dan Pasal 286 Undang-Undang Pemilu.

1.2 Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Pemohon tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua
Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:36]

Ya.
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KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:11:36]
Kemudian, Surat Kuasa Pemohon prematur.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:40]
Prematur.
KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:11:41]
Pemohon memberikan kuasa tanggal 15 Februari 2024 (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:44]
Ya, dianggap dibacakan itu.
KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:11:48]
Dianggap dibacakan. Kemudian, eksepsi obscuur (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:51]
Obscuur.

KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:11:52]
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Permohonan kabur karena Petitum minta adanya pemungutan

suara ulang yang tidak dijelaskan alasannya dalam Pokok Permohonan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:58]
Oke.
KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:11:58]

Lanjut, Yang Mulia.

Pemohon mencampuradukkan antara permohonan perseorangan

dan permohonan partai politik (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:00]

Partai politik, ya.
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KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:12:04]

Yang dalam pokoknya, dia juga mempersoalkan sesama intra
partai dan juga mempersoalkan suara dari partai (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:07]
Partai lain?
KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:12:07]
PDIP dan Golkar.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:07]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:12:14]
Kemudian Permohonan kabur. Tabel persandingan Pemohon tidak
dapat dibaca dengan jelas, baik yang dalam bentuk print, maupun dalam
digitalnya, di zoom.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:18]

Ya. Dalam Pokok Permohonan, seluruhnya dianggap telah
dibacakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:12:24]
Baik.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:24]
Petitum, sekarang.

KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:12:32]

Petitum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon
memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan, sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Menerima eksepsi Termohon.

2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat terima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
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2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024.
Dianggap dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:50]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:12:50]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka
keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Ya, terima kasih.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:55]

Oke. Pihak Terkait PDI Perjuangan, silakan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42-02-05-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: P.S. JEMMY MOKOLENSANG
[02:13:00]

Majelis Hak (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:08]

Pokok-pokoknya saja.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42-02-05-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: P.S. JEMMY MOKOLENSANG
[02:13:09]

Majelis Hakim Yang Terhormat, dari Pihak Terkait tidak akan
memberikan jawaban. Dari Pihak Terkait menyerahkan sepenuhnya
kepada (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:16]

Pihak Termohon?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42-02-05-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: P.S. JEMMY MOKOLENSANG
[02:13:18]

Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa perkara a quo.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:18]
Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42-02-05-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: P.S. JEMMY MOKOLENSANG
[02:13:22]

Terima kasih.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:22]

Baik, terima kasih.
Bawaslu, ini pokoknya saja karena sudah jelas.

BAWASLU: ZULKIFLI DENSI [02:13:33]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kinerja Bawaslu terait ... terkait Permohonan a quo.

Satu. Bahwa terhadap dalil Pemohon ... Permohonan Pemohon
perihal tidak ada C-1 TPS 3 Desa Ambang 2, Kecamatan Pasir Barat,
yang ter-input di Sirekap, sehingga tidak bisa diakses. Bawaslu
Kabupaten Bolaang Mongondow, telah melakukan pengawasan di TPS 3
Desa Ambang II yang pada pokoknya KPPS telah meng-upload C.Hasil
Rekapan ke dalam aplikasi Sirekap. Dan setelah di-upload, KPPS
memasukkan surat suara yang telah direkap ke dalam kotak suara dan
disegel, yang disaksikan oleh saksi, PTPS, dan pengaman TPS. Dua,
maaf, Yang Mulia. Bukti LHP Nomor 29/LHP dan seterusnya, tertanggal
14 Februari 2024.

Poin 2. Bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa dalil Permohonan
Pemohon, perihal tidak ada C-1 TPS 5 Desa Tadoy, Kecamatan Bolaang
Mongondow, Bolang Timur yang ter-input di Sirekap, sehingga tidak bisa
diakses. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan
pengawasan di TPS 5 Desa Tadoy, yang pada pokoknya setelah KPPS
menandatangani C.Hasil, dilanjutkan dengan mengunggah C.Hasil ke
dalam aplikasi Sirekap yang disaksikan oleh saksi, PTPS, pengaman TPS,
dan PPS, vide Bukti PK-30.

Tiga. Bahwa terdapat Dalil Permohonan Pemohon perihal selisih
total suara partai dan calon secara keseluruhan pada TPS 4 Desa Lolan
dengan D.Hasil DPRD Provinsi Kecamatan Bolaang Mongondow Timur,
Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan pengawasan
di TPS 04 Desa Lolan, yang pada pokoknya jumlah total suara partai dan
calon berjumlah 190 suara, sementara suara tidak sah berjumlah 8
suara, vide bul ... Bukti LHP Nomor 31 dan seterusnya, tanggal 14
Februari 2024.
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Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon perihal selisih total
suara antara C-1 dan Formulir D.Hasil Kabupaten, dimana jumlah suluru
... suara Partai Demokrasi Indonesia pada D.Hasil Kabupaten berjumlah
98 suara, sedangkan C-1 yang direkap berjumlah 96 suara. Bawaslu
Kabupaten Bolaang Mongondow, telah melakukan pengawasan pada
Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Tingkat
Kecamatan Bolaang Monggondow Timur yang ... Bolaang Timur yang
pada pokoknya pada C.Hasil Plano TPS 01 Desa Tadoy, untuk Calon
Nomor Urut 8 PDIP, tercatat 2 suara. Namun, dalam C.Hasil tidak diisi,
sehingga dilakukan perbaikan jumlah pada kolom PDIP Calon Nomor
Urut 8 dengan mengubah jumlah perolehan suara yang semula nihil
menjadi 2 suara. Koreksi dilakukan dengan disaksikan saksi partai, PPK,
Panwaslu Kecamatan Bolaang Timur, dan PPS.

Lima. Bahwa Bawaslu Bolaang Mongondow tidak menangani
dugaan pelanggaran yang berasal dari laporan maupun temuan perihal
dalil yang dimohonkan Pemohon pada Rapat Pleno Rekapitulasi
Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow.

Enam. Bahwa berkenan dengan dalil Pemohonan Pemohon
selebihnya, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara bo ... Kabupaten Bolaang
Mongondow, tidak menangani dugaan pelanggaran yang berasal dari
laporan maupun temuan perihal pelanggaran prosedur yang didalilkan
Pemohon. Hal ini sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan
yang telah disampaikan sebagai bukti tertulis Bawaslu Provinsi Sulawesi
Utara. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:05]

Ya, selanjutnya semuanya dianggap telah dibacakan saja.
BAWASLU: ZULKIFLI DENSI [02:18:09]

Ya. Demikian, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:11]

Ya, terima kasih.

Prof. Enny, ada? Cukup. Prof. Anwar? Baik.

Ya, ada catatan ini untuk Pihak Terkait, tidak mengajukan bukti,
ya? Tadi sudah diserahkan pada Mahkamah, ya? Baik.

Kemudian, Pihak Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan
006?
KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:18:49]

Ya, betul, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:51]
Bawaslu PK-30.1 sampai 30.18?
BAWASLU: ZULKIFLI DENSI [02:18:55]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:55]

Ya, semuanya disahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih.

Berikutnya, Perkara 31, Pemohonnya Partai Gerindra, hadir
Pemohon? Kemudian Pihak Terkaitnya PDIP?
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31-01-02-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JELIJ F.B. DONDOKAMBEY
[02:19:18]

Hadir, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:19]

Baik, Termohon silakan. Ya, pokok-pokoknya saja, ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:19:45]

Baik. Perkenalkan, saya Taufik Hidayat ,S.H., S.Hum. dari NHS
Law Office. Dalam hal ini sebagai Kuasa Hukum KPU RI dalam Perkara
Nomor 31.

Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 31 yang dimohonkan
oleh Pemohon, Partai Gerindra.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:08]

Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:20:08]

Dalam eksepsi, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:09]
Ya, silakan.
KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:20:10]

Langsung masuk eksepsi. Tentang Kewenangan Mahkamah
Konstitusi. Bahwa memperhatikan (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:19]
Mahkamah tidak berwenang, ya. Langsung saja.

KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:20:21]
Ya, tidak berwenang, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:22]
Satu, dua, tiga, dianggap dibacakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:20:24]

Baik. Kemudian masuk ke Permohonan Pemohon tidak jelas atau
obscuur libel.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:29]
Ya, itu narasinya dianggap dibacakan, ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:20:32]
Baik, siap.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:36]
Dalam Pokok Permohonan sekarang.
KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:20:38]
Dalam Pokok Permohonan. Bahwa Termohon membantah dalil
Pemohon, mengenai dugaan adanya perbedaan atau selisih daftar hadir

menurut Pemohon dan Termohon pada 9 TPS, sebagaimana uraian oleh
Pemohon dalam bentuk tabel perbandingan, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:01]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:21:02]

Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut. Untuk tabel Kecamatan
Tompaso Baru, di TPS 4 dan TPS 5, Desa Penaisaan. TPS 3 dan TPS 4,
Desa Sion. TPS 2, Desa Raraatean. TPS 3, Desa Karowa. TPS 1, Desa
Tompaso Baru 1. TPS 1 dan TPS 6, Desa Toraut. Termohon jawab dalam
uraian halaman 5 sampai dengan halaman 13, dengan Bukti T-5 sampai
dengan Bukti T-57, yang pada intinya bahwa jumlah pengguna hak pilih
sama dan konsisten dengan dokumen C.Hadir ... C.Daftar Hadir DPT,
C.Ha ... C.Hasil DPRD Kabko, dan C.Hasil Salinan DPRD Kabko. Dengan
demikian, tidak ada perbedaan mengenai data pengguna hak pilih,
sebagaimana dalil Permohonan Pemohon, oleh karenanya Permohonan a
quo harus ditolak.

Kemudian untuk tabel Kecamatan Mondoinding, ada di TPS 4
Desa Mokobang dan di TPS 1 Desa Kakenturan, Termohon jawab dalam
uraian halaman 13 sampai dengan halaman 15, dengan Bukti T-58 dan
T-71, yang pada intinya bahwa jumlah pengguna hak pilih sama dan
konsisten dengan dokumen C.Daftar Hadir DPT, C.Hasil DPRD Kabko,
dan C.Hasil Salinan DPRD Kabko.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:26]
Jumlahnya 170 itu, ya?
KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:22:26]
Dengan demikian, tidak ada perbedaan mengenai data pengguna
hak pilih sebagaimana dari Permohonan Pemohon, oleh karenanya
permo ... Permohonan a quo harus ditolak.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:35]
Jumlahnya 170 itu, ya?
KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:22:38]
Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:35]

Ya, terus.
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KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:22:39]

Kemudian untuk angka 13, Pokok Permohonan, berkaitan dengan
keberatan Pemohon tentang pembukaan kotak suara yang dilaksanakan
oleh KPU Minahasa Selatan, sebagaimana yang telah disampaikan dalam
persidangan pendahuluan pada tanggal 5 .. 3 Mei 2024, dapat
Termohon jelaskan sebagai berikut. Bahwa pembukaan kotak yang
dilakukan oleh Termohon bukanlah perbuatan melanggar hukum karena
pembukaan kotak suara tersebut bertujuan untuk mempersiapkan alat
bukti guna mendukung jawaban atas Permohonan Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum atau PHPU, yang dalam pelaksanaannya dilakukan
sesuai dengan Pasal 193 ayat (3) poin a PKPU Nomor 5 Tahun 2024,
yang kami buktikan dengan T-93 sampai dengan T-97, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:26]
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:23:26]
Masuk ke Petitum.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:30]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:23:33]

Berdasarkan seluruh wuraian sebagaimana tersebut di atas,
Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan
putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 secara nasional tertanggal
20 Maret 2024 sepanjang Dapil Minahasa Selatan 3 untuk
pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan.

Atau ex aequo et bono.

Demikian, hormat kami Kuasa Hukum Termohon, Taufik Hidayat,
S.H., M.Hum., ditanda tangani.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:23]

Baik, sekarang Pihak Terkait PDIP.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31-01-02-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JELI) F.B. DONDOKAMBEY
[02:24:27]

Terima kasih, Yang Mulia. Selaku kuasa dari Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan, kami akan menyampaikan keterangan pihak kami
terkait, berkaitan dengan Perkara Nomor 31-01-02-25 dan seterusnya

(...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:41]

Ya.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31-01-02-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JELIJ F.B. DONDOKAMBEY
[02:24:42]

Yang dimohonkan oleh Partai Gerindra.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:44]

Oke.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31-01-02-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JELIJ F.B. DONDOKAMBEY
[02:24:46]

Dalam eksepsi, pada dasarnya eksepsi terkait Permohonan
Pemohon kabur atau tidak jelas, obscuur libel (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:55]

Ya.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31-01-02-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JELIJ F.B. DONDOKAMBEY
[02:24:00]

Dan dianggap dibacakan.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:59]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31-01-02-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JELI] F.B. DONDOKAMBEY
[02:25:00]

Kemudian dalam Pokok Permohonan, mulai dari huruf A sampai
dengan huruf I, berkaitan dengan perbedaan atau selisih daftar di TPS-
TPS yang dimohonkan. Bahwa dalil Permohonan tersebut tidak benar
dan tidak memiliki korelasi dengan perolehan suara partai politik.
Sehingga dengan demikian sudah sewajarnya dalil Permohonan
Pemohon a quo dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:30]
Sampai halaman 6, ya, itu, ya? Terus?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31-01-02-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JELI) F.B. DONDOKAMBEY
[02:25:37]

Lanjut, untuk huruf J.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:41]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31-01-02-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JELIJ F.B. DONDOKAMBEY
[02:25:42]

Terkait dengan dalil adanya pengarahan dari Pejabat Hukum Tua
atau Pejabat Kepala Desa, Desa Tambelang, Kecamatan Maesaan, untuk
memenangkan Pihak Terkait. Bahwa pada dasarnya dalil Permohonan
terkait dengan adanya kejadian dan dugaan keterlibatan Pejabat Hukum
Tua Desa Tambelang, Kecamatan Maesan untuk memenangkan caleg
Pihak Terkait atas nama Steven Lumowa maupun Jhonly Ombeng adalah
tidak benar. Yang benar adalah bahwa pertemuan yang berlangsung
dilaksanakan oleh Pejabat Hukum Tua hanyalah bersifat untuk
melaksanakan sosialisasi agar pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 dapat
berjalan secara ramai, aman, tertib dengan menjaga suasana kondusif
walaupun terdapat perbedaan pilihan yang sifatnya individu ... individual
bagi setiap warga masyarakat.
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Kemudian, dalam angka 31 sampai dengan 42, berkaitan dengan
dalil Pemohon di TPS-TPS yang dimohonkan, yang menyatakan adanya
perbedaan daftar ... data daftar hadir yang dimiliki Pemohon dengan
daftar hadir yang ditandatangani KPPS dengan menyandingkan dengan
DPT di TPS-TPS tersebut, bahwa pemilih yang hadir datang di TPS-TPS
tersebut sudah disaksikan oleh semua saksi, termasuk saksi mandat dari
Pemohon sendiri.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:05]
Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31-01-02-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JELI) F.B. DONDOKAMBEY
[02:27:08]

Kemudian, pada angka 6 ... 46, bahwa pelaksanaan pemilu di
TPS-TPS yang didalilkan Pemohon tersebut telah berjalan dengan aman,
tertib, dan kondusif. Bahwa perolehan suara Pemohon dan caleg lainnya
adalah hasil dari aspirasi pemilih yang berdomisili di Dapil Minahasa
Selatan. Perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait serta caleg Partai
Politik lainnya berdasarkan pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2004
yang dilaksanakan secara luber dan jurdil.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:38]

Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31-01-02-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JELI) F.B. DONDOKAMBEY
[02:27:39]

Dengan demikian, bahwa dalil Permohonan terkait PHPU
Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten
Minahasa Selatan, Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 3 adalah tidak
benar, sehingga harus dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:54]

Ya. Petitum.
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31-01-02-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JELIJ F.B. DONDOKAMBEY
[02:27:55]

Dalam Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut
di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk
menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau
NO.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan
seterusnya, sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten
Minahasa Selatan, Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 3.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon

putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:47]

Baik. Bawaslu, silakan. Pokok-pokoknya saja, ya. Tadi ada
beberapa yang perlu direspons. Itu yang berkenaan kehadiran tokoh
masyarakat itu tadi, gimana itu?

BAWASLU: STEFFEN LINU [02:29:00]

Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:04]

Ya, silakan.
BAWASLU: STEFFEN LINU [02:29:05]

Izin untuk membacakan, terkait dengan posisi kasus yang
dianggap telah dibacakan.

Untuk selanjutnya, terkait dengan poin B, kinerja Bawaslu terkait
dengan Permohonan a quo.

Untuk poin 1, bahwa terhadap dalil Pemohon perihal laporan yang
masuk ke Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan,  Nomor
005/LP/PL/KAB/25.11/111/2024 tanggal 15 Maret 2024. Dengan dua
pokok laporan vyakni. A. Adanya pejabat kepala ... Kepala Desa
Tambelang, Kecamatan Maesaan, atas nama Yani Fekimumu dan Pejabat
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Kepala Desa Lindangan, Kecamatan Tompaso Baru atas nama Sherly
Pendong yang diduga tidak netral karena mendukung salah satu partai.
Pj. Kepala Desa Tambelang, Kecamatan Maesaan diduga memihak
dengan cara mengarahkan perangkat desa untuk mendukung caleg PDIP
dan Pejabat Kepala Desa Lindangan, Kecamatan Tompaso Baru, diduga
melakukan intimidasi pada saksi Gerindra.

Bahwa terkait dengan laporan di atas, Bawaslu Kabupaten
Minahasa Selatan telah melakukan proses penanganan pelanggaran dan
memutuskan Pejabat Kepala Desa Tambelang terbukti melakukan
pelanggaran netralitas ASN dan pelanggaran ... dengan rekomendasi
Kabupaten Minahasa Selatan, vide Bukti PK-30.8 dan Komisi Aparatur
Sipil Negara, vide Bukti PK-30.7. Terbitnya dua rekomendasi terlapor
karena yang bersangkutan sebagai Pejabat Kepala Desa Tambelang yang
juga berstatus PNS dan kasus Pejabat Kepala Desa Lindangan,
Kecamatan Maesaan diputuskan tidak terbukti adanya pelanggaran
netralitas, vide Bukti PK-30.17.

Dapat dijelaskan juga bahwa dua laporan di atas awalnya
diputuskan tidak memenuhi syarat formil atau kedaluwarsa karena
laporan masuk sudah melebihi batas waktu, kasus diketahui tanggal 14
Februari, dan dilaporkan tanggal 15 Maret 2024. Sedangkan batas waktu
pelaporan sesuai Perbawaslu 7 Tahun 2022 tentang Penanganan
Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menjelaskan bahwa
laporan tidak boleh lewat dari 7 hari sejak diketahui, vide Bukti PK-30.2.
Namun, Bawaslu Minsel menjadikan kasus tersebut sebagai informasi
awal dan diproses untuk dijadikan temuan. Selanjutnya, Bawaslu
Minahasa Selatan melakukan proses penanganan pelanggaran dengan
keputusan seperti diuraikan di atas, yakni Pejabat Kepala Desa
Tembelang, Kecamatan Tompaso Baru, melanggar pelanggaran
netralitas ASN dan melanggar pelanggaran netralitas kepala desa.

Yang kedua, terkait dalil adanya selisih jumlah daftar hadir hak
pilih daftar pemilih tetap DPT yang menggunakan hak pilih dengan
jumlah daftar hadir berdasarkan data Pemohon yang diduga terjadi di 13
TPS, terbagi di Kecamatan Tompaso Baru sebanyak 10 TPS dan
Kecamatan Modoinding sebanyak 3 TPS. Dapat dijelaskan ... dapat
Bawaslu Minsel jelaskan ... Minahasa Selasan jelaskan, berdasarkan
laporan hasil pengawasan dan data daftar hadir DPT adalah sebagai
berikut.

Yang pertama. Bahwa terhadap dalil Pemohon, perihal selisih
daftar hadir yang terjadi di TPS 004 Desa Pinaesaan, Kecamatan
Tompaso Baru, dianggap dibacakan.

Kemudian, TPS 5 Desa Pinaesaan di Kecamatan Tompaso Baru
dianggap telah dibacakan.

Yang ketiga. TPS 3 di Desa Sion di Kecamatan Tompaso Baru,
dianggap telah dibacakan.
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Selanjutnya. TPS 4 Desa Sion di Kecamatan Tompaso Baru,
dianggap telah dibacakan.

Selanjutnya, TPS 2 Desa Raraatean Kecamatan Tompaso Baru,
dianggap telah dibacakan.

TPS 3 Desa Karowa Kecamatan Tompaso Baru, dianggap telah
dibacakan.

Selanjutnya, TPS 1 Desa Tompaso Baru 1, Kecamatan Tompaso,
Baru, dianggap telah dibacakan.

Desa ... TPS 1 Desa Toraut, Kecamatan Tompaso Baru, dianggap
telah dibacakan.

TPS 6 Desa Toraut, Kecamatan Tompaso Baru, dianggap telah
dibacakan.

TPS 004 Desa Mokobang, Kecamatan Modoinding, dianggap telah
dibacakan.

TPS 001 Desa Kakenturan, Kecamatan Modoinding, dianggap
telah dibacakan.

TPS 001 Desa Linelean, dianggap telah dibacakan.

Selanjutnya, TPS 005 Desa Toraut, Kecamatan Tompaso Baru,
dianggap telah dibacakan.

Yang terakhir bahwa di TPS 004 Desa Sion, Kecamatan Tompaso
Baru, terdapat bukti daftar DPK yang tidak memiliki NIK sebagaimana
dalam bukti foto.

Demikian, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:54]

Baik, terima kasih.
Prof. Enny? Silakan.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:35:02]

Dari Termohon ... di Dapil 3 Minsel, Minahasa Selatan, itu ada
berapa TPS, ya? TPS-nya?

KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:35:10]
Total TPS, Yang Mulia?
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:35:13]
Total TPS di dalam ... dapil itu? Ini kan tidak semuanya

dipersoalkan, hanya beberapa TPS saja. Total TPS-nya ada berapa? Total
TPS dalam satu dapil itu. Dari KPU-nya?
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TERMOHON: IDHAM HOLIK [02:35:34]

Izin, Yang Mulia. Sebentar, lagi dicek sebentar.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:35:35]

Oke. Dari Bawaslu hafal, enggak, berapa TPS-nya?
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:00]

Cepat yang mana?

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:36:02]

Cepat yang mana ini Dapil 3 Minsel itu?

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:04]

Yang cepat dapat hadiah. Ya, sudah ketemu? Berapa? Menurut
Bawaslu, berapa? Menurut Termohon, KPU, berapa itu? Kita nyarinya
pakai handphone, handphone-nya kekecilan itu. Kalau enggak
handphone-nya murah, jadi susah nyarinya. Atau terlalu mahal, canggih,
jadi malah enggak ketemu. Ya, cepat! Berapa TPS?

TERMOHON: SRIWULAN J.C. SUOT [02:38:11]

Mohon Izin, Yang Mulia.

Mohon maaf untuk Dapil 3 Modoinding itu jumlah TPS-nya ada 47.
Maesaan (...)

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:38:23]

Ini kan Dapil 3 Minahasa Selatan, ya?

TERMOHON: SRIWULAN J.C. SUOT [02:38:24]

Ya.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:38:25]

Itu berapa TPS totalnya di Dapil 3 Minahasa Selatan?
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TERMOHON: SRIWULAN J.C. SUOT [02:38:35]

Untuk Dapil 3 Minahasa Selatan itu ada tiga kecamatan, yaitu
Modoinding, Maesaan, dan Tompaso Baru, jumlah total TPS-nya ada
129.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:38:48]

129. Dalam 1 dapil itu, ya?

TERMOHON: SRIWULAN J.C. SUOT [02:38:49]

Ya.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:38:50]

Dapil 3 itu, ya? Dengan 3 kecamatan tadi?

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:51]

3 kecamatan?

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:38:52]

Kecamatan apa tadi namanya?

TERMOHON: SRIWULAN J.C. SUOT [02:38:54]

Tompaso Baru, Maesaan, dan Modoinding.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:38:57]

Tompaso Baru, Maesaaan.

TERMOHON: SRIWULAN J.C. SUOT [02:38:59]

Dan Modoinding.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:39:01]

Modoinding.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:01]

Modoinding.
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HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:39:02]
Oke.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:02]
Berapa kelurahan ada?
TERMOHON: SRIWULAN J.C. SUOT [02:39:05]
Desa di situ, Pak ?
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:06]
Desa, ya. Desa berapa?
TERMOHON: SRIWULAN J.C. SUOT [02:39:13]

Ya, untuk Modoinding ada 10, Maesaan 12, dan Tompaso Baru
10, jadi total ada 30 ... 32.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:22]
32.

TERMOHON: SRIWULAN J.C. SUOT [02:39:24]
Desa.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:24]

Desa? Desa, ya.
Cukup Prof?

KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:39:38]

Siap. Ya, Yang Mulia siap.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:43]

Itu kalau enggak bilang siap, Pak Holik marah, sudah enggak
dapat honor itu.

Ya, saya sahkan alat bukti. Termohon ... Pemohon mengajukan
bukti tambahan, ya? Pemohon, P-14 sampai dengan P-31, tapi itu yang
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P-23 itu anu, ya, renvoi di dalam Petitum, ya. Ya? Surat keterangan apa?
Bukti P-23, ini kayak renvoi Petitum ini, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31-01-02-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERFINO INDRA SURYAWAN
[02:40:28]

Surat keterangan saja, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40:29]
Keterangan apa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31-01-02-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERFINO INDRA SURYAWAN
[02:40:31]

Surat keterangan saja, Yang Mulia, karena itu ada kesalahan
penulisan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40:35]

Wah, ya, ini jenenge renvoi itu namanya. Renvoi, tapi disusupkan
di bukti, ya. Padahal kalau itu kan, kalau perubahan Petitum kayak
begitu kan, enggak boleh, ya, kan?

Jadi, urutan-urutan begini. Begitu disahkan atau ditentukan oleh
KPU dalam Putusan 360 Tahun 2024, 2 ... 3x24 jam boleh mengajukan
Permohonan. Permohonan itu disertai dengan syarat formal. Ya, salah
satu yang berkaitan dengan ini, syarat formalnya adalah alat bukti,
bukan hanya daftar bukti. Terus kemudian, diberi kesempatan untuk
perbaikan permohonan, 3x24 jam. Lah, dalam proses perbaikan
Permohonan, perubahan, penambahan dapil, atau pengurangan, atau
apa pun boleh dilakukan. Tapi setelah itu, sudah tidak boleh lagi, karena
setelah perbaikan permohonan, itu sudah di-upload oleh Mahkamah,
sehingga itu menjadi milik publik yang harus direspons oleh Termohon,
Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Jadi sudah tidak boleh lagi ada perubahan yang mayor. Artinya,
perubahan mayor itu bisa perubahan petitum, perubahan angka, dan
sebagainya. Tapi hanya diperbolehkan ada renvoi kecil, typo. Misalnya
Putusan KPU 36 Tahun 2024, padahal ada 0-nya, itu ditambahkan O,
kayak gitu sudah bisa. Karena kita tahu 360, tapi salah ketik, 0-nya
kurang. Tapi untuk yang ini, Bukti P-23 ini, mengubah Petitum, ya. Jadi
sudah tidak diperbolehkan.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31-01-02-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERFINO INDRA SURYAWAN
[02:42:40]

Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Karena memang di P-23, kami

menjelaskan bahwa sebetulnya tidak mengubah Petitum, Yang Mulia,
cuman kami menjelaskan bahwa ada (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:50]

Membetulkan salah ketik, kan?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31-01-02-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERFINO INDRA SURYAWAN
[02:42:52]

Ada ... adanya kekeliruan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:53]

Nah, ya, itu sudah mengubah namanya, ya. Ini pintarnya advokat

tuh begini ini, tapi Hakimnya, profesor lebih pintar kita semua ini. Ya,
makanya yang disahkan P-14, kemudian P-24 sampai dengan P-31.

KETUK PALU 1X

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31-01-02-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERFINO INDRA SURYAWAN
[02:43:18]

Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40:19]

Kemudian, Termohon T-1 sampai dengan T-97. T-64 nya tidak
sesuai, jadi tolong dianu ... mau diperbaiki atau tidak, atau dianggap
tidak ada T-64 nya.

KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:43:34]

Nanti kami perbaiki, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:36]
Perbaiki, ya?
KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:43:37]
Siap.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:38]
Ya. Jadi diperbaiki, sudah disahkan, tapi nanti diperbaiki betul, ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:43:41]
Siap.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:42]
Setelah selesai persidangan ini, langsung diperbaiki.
KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:43:45]
Baik, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:46]

Ya. Jadi T-1 sampai dengan T-97 disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Pihak Terkait, PDIP, PT-1 sampai dengan PT-3?
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31-01-02-
25/PHPU.DPR-DPRD-XXII1/2024: JELIJ F.B DONDOKAMBEY
[02:43:55]

Betul, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:56]

Disahkan.

KETUK PALU 1X




764,

765.

766.

767.

768.

769.

770.

771.

115

Kemudian, Bawaslu PK-30.1 sampai dengan PK-30.41?
BAWASLU: STEFFEN LINU [02:44:04]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:05]

Ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih.
Yang terakhir, Perkara 15. Pemohonnya Partai Demokrat, tidak
ada Pihak Terkait. Silakan, Termohon, ya. Silakan, Termohon.
KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:45:13]
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:17]
Waalaikumsalam.
KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:45:18]
Salam sejahtera buat kita semuanya.
Saya Budi Rahman, Yang Mulia. Saya selaku Kuasa Hukum KPU RI
dari Kantor Hukum Pieter Ell and Rekan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:27]
Budi Rahman Nomor 9 itu, ya?
KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:45:29]
Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:30]

Oke. Silakan.
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KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:45:13]

Baik, sebelum Perkara Nomor 15, Pemohon Partai Demokrat untuk
Daerah Pemilihan Kota ... Kotamobagu 1, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:44]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:45:45]

Kotamobagu, ya? Makasih sudah dikoreksi.
Baik, langsung kepada ... ada 3 eksepsi, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:54]

Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:45:54]

Yang pertama terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Jadi terkait dengan objek sengketa, Pemohon itu di dalam Berita
Acara, menuliskan Berita Acara di sini tercatat Nomor 218PL.01 dan
seterusnya. Kemudian, Pemohonan perolehan hasil, jadi setelah salah,
ya, menyebutkan nomor (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:19]

Salah objek, ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:46:19]

Berita Acara. Ya, harusnya kan, 217, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:23]

Ya, salah objek, ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:46:24]

Ya, bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran
karena adanya kekeliruan objek.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:29]

Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:46:30]

Begitu, yang menyebabkan Permohonan Pemohon tidak
memenuhi syarat formil pendaftaran. Dengan demikian, Mahkamah
Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara a quo.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:39]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:46:39]

Itu yang pertama, Yang Mulia.

Yang kedua terkait dengan pengajuan Permohonan cacat formil.
Berdasarkan AP3, Yang Mulia. Pemohon hanya mengajukan Permohonan
tanpa dilengkapi dengan surat kuasa dan alat bukti.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:57]

Tidak ada surat kuasa (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:46:59]

Betul, sesuai (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:59]

Dan alat bukti.

KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:46:59]

Berdasarkan Pasal 11 PMK 2023, penyuajan ... pengajuan
permohonan yang diajukan secara luring maupun daring, itu pemohon
terdiri atas permohonan dalam hal permohonan diajukan oleh
perseorangan, maka harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis
yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.

Jadi, dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan cacat formal,
Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:31]
Ya, karena (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:47:32]
Karena tidak dilengkapi berkas.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:32]
Tidak ada surat kuasa dan alat bukti, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:47:34]
Betul, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:35]
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:47:35]

Kemudian, yang ketiga adalah Permohonan Pemohon obscuur
libel.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:41]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:47:42]

Setelah membaca, mencermati Permohonan Pemohon yang tidak
mencantumkan halaman dalam Permohonannya dan ternyata dalil-dalil
yang diajukan oleh Pemohon itu tidak jelas, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:54]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:47:54]

Berulang-ulang terhadap suatu peristiwva dan melakukan

persandingan data yang tidak tepat, sehingga tidak memenuhi syarat
suatu Permohonan, oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:05]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:48:06]

Bahwa terhadap dalil Pemohon Permohonan mengenai tuduhan
adanya berbagai pelanggaran dalam pro ... proses pemungutan suara
dalam tahapan pemilihan calon anggota DPRD Kotamobagu Dapil 1
untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kotamobagu dengan cara
menggelembungkan perolehan suara Partai Nasdem dari yang
seharusnya 1.2 ... 1.277 suara menjadi 1.322 suara yang ditujukan untuk
memenangkan Partai Nasdem adalah tujuan yang tidak mendasar.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:37]

Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:48:37]

Karena data yang Pemohon gunakan bersandar pada data
Sirekap, yang hanya merupakan alat bantu rekapitulasi, sementara data
yang digunakan kami selaku Termohon merupakan data yang valid (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:51]

Yang itu perhitungan berjenjang?

KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:48:52]

Yang bersumber dari hasil rekapitulasi berjenjang. Betul, Yang
Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:55]
Oke.
KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:48:56]

Baik, kemudian bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon pada
TPS 4 Desa Potondon, kemudian TPS 6 Desa Potondon, dan TPS 2 desa
Genggulang, TPS 1 Desa Bilalang, Bilalang 1, pada pokoknya tidak sesuai
dengan apa yang didalilkan.

Bahwa Pemohon telah berulang menuduh Termohon berlaku
curang dan terhadap tuduhan tersebut sangat tidak berdasar dan tidak
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terbukti. Termohon melakukan penggelembungan suara. Namun
demikian, setelah membaca dan meneliti dalil Pemohon tidak ada uraian
yang jelas mengenai kapan, di mana, siapa, dan bagaimana Termohon
melakukan kecurangan penggelembungan suara, seperti yang didalilkan
oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil
yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas dalam menguraikan dugaan
kecurangan penggelembungan suara yang ditetapkan oleh Termohon,
termasuk tidak mencantumkan tabel persandingan perolehan suara,
tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara
yang benar menurut Pemohon.

Bahwa dengan ... bahwa tidak jelasnya dalil Pemohon tersebut di
atas, Pemohon ... Permohonan Pemohon, tidak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, Butir 4, PMK-
2/2003[sic!] maka dengan demikian, Permohonan Pemohon patut dan
layak untuk dinyatakan tidak diterima.

Baik, Yang Mulia, terkait Dapil Kotamobagu ini. Kami di dalam
Pokok Permohonan sudah menginventarisir dari 13 ... sebentar, Yang
Mulia. Ada 6 Pokok Permohonannya. Yang pertama, terkait dengan
dugaan kecurangan penggelembungan suara tingkat PPK Kecamatan
Kotamobagu Utara di TPS 4, TPS 6, kemudian TPS 2 dan TPS 1 Bilalang.
Pemohon menyampaikan keberatan, ya, dan mengisi Formulir Model
D.Kejadian Khusus atau keberatan.

Kemudian yang kedua, itu tanggal 28 Februari, Pemohon melihat
perolehan suara Pemohon melalui Sirekap 100% di 50 TPS adalah
berjumlah 1.358, sementara perolehan suara Partai NasDem 1.277.
Namun setelah sirekap di tingkat Kecamatan Kotamobagu Utara,
perolehan Pemohon berubah menjadi 1.295 dan perolehan suara Partai
Nasdem menjadi 1.322, itu sandaran datanya dari Sirekap, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:51:37]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:51:38]

Kemudian yang ketiga, dalil Pemohon itu bahwa atas kejadian
tersebut, Pemohon melaporkan ke PPK Kecamatan Kotamobagu Utara
dan mengisi Form Model D.Kejadian Khusus atau keberatan.

Kemudian yang keempat, kotak suara bergeser dari ruang rapat
Pleno dan sudah diangkut, bergeser, kemudian hilang.

Kemudian yang kelima itu, Pemohon melihat Ketua PPK
Kotamobagu Utara berjalan berangkulan dengan calon Nasdem, Nomor
Urut 2, atas nama Musly Mokoginta yang notabenenya adalah saksi
Partai Nasdem saat pleno.
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Yang keenam, tanggal 7 Maret terkait pernyataan Ketua Bawaslu
Provinsi Sulut, atas nama Ardiles Mewoh, menyampaikan bahwa
Penyelenggara Pemilu Kotamobagu telah melanggar sanksi administrasi.

Mungkin nanti Beliau langsung, ya, ada di sini yang menjelaskan.

Mohon izin, kami menanggapi yang barusan disampaikan oleh
Pihak Pemohon, Yang Mulia.

Bahwa terkait tadi data sandingan yang perolehan suara menurut
Termohon dan Pemohon, kami bersandar pada data hasil rekapitulasi
manual secara berjenjang dari tingkat TPS, PPK, dan sampai dengan
tingkat kabupaten/kota. Kemudian terkait dugaan tadi, dalil Pemohon
mengenai adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh
Termohon itu tidak dapat dibuktikan secara proses rekapitulasi
penghitungan suara di tingkat kecamatan, sudah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan dan pencocokan Model C.Hasil dari setiap TPS dan
terkait dengan fakta kecurangan yang disampaikan ... saat rekapitulasi di
tingkat kecamatan yang terjadi di TPS 004 Pontodon, TPS 006 Pontodon,
dan TPS 002 Gelonggung[sic!], TPS 1 Bilalang 1, tidak dapat dibuktikan
oleh Pemohon, Yang Mulia.

Kemudian menjawab dalil Pemohon, bantahan terhadap
persandingan data Sirekap. Termohon memberikan tanggapan bahwa
data yang Pemohon gunakan, berpatokan pada data Sirekap yang hanya
merupakan alat bantu rekapitulasi, sementara Termohon menetapkan
hasil perolehan suara berdasarkan pada hasil rekapitulasi berjenjang dari
tingkat TPS kecamatan sampai dengan kabupaten/kota dan ini
merupakan data resmi dan sah untuk dijadikan pedoman dalam
menetapkan hasil perolehan suara.

Kemudian yang keempat, Termohon menanggapi bahwa benar
Pemohon telah mengisi Form Model D.Kejadian Khusus dan/atau
keberatan saksi pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil
perolehan suara di tingkat Kecamatan Kotamobagu Utara. Terhadap
keberatan tersebut, sebenarnya PPK telah melakukan pencermatan dan
koreksi, namun keberatan tersebut tidak terkait dengan angka-angka
perolehan suara, melainkan tentang pergantian personal kepolisian dan
perpindahan kotak suara dari PPK ke Gudang KPU Kota ... Kotamobagu.

Kemudian yang kelima, terkait dengan pergeseran kotak suara
dari Gedung Bontean, tempat dilaksanakannya Rapat Pleno Tingkat
Kecamatan ke Gudang Logistik KPU Kotamobagu, Termohon
menyampaikan bahwa tindakan tersebut dilakukan setelah PPK
melaksanakan rekapitulasi, Yang Mulia.

Jadi hasil penghitungan perolehan suara di seluruh TPS dalam
wilayah kerja Kecamatan Kotamobagu Utara dan proses pemindahannya
pun juga dikawal oleh pihak kepolisian.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:14]

Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:55:15]

Kemudian terkait dengan dalil Ketua PPK berjalan, berangkulan
dengan caleg Partai Nasdem yang notabene adalah saksi Partai Nasdem
saat pleno adalah itu benar, Yang Mulia. Akan tetapi peristiwa tersebut
juga terjadi setelah selesainya pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi
Tingkat Kecamatan Kotamobagu.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:35]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:55:56]

Kotamobagu Utara, ya. Setelah selesai dan pada saat itu juga, ada
saksi partai peserta pemilu lain yang pula melaksanakan diskusi dengan
Ketua PPK Kotamobagu Utara. Jadi tidak ada khusus dengan satu orang
saja, tapi dengan yang lain juga diskusi setelah pleno, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:50]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:55:51]

Jadi terlalu berlebihan itu, dalil itu.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:53]

Ya. Yang lain sudah (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:55:54]

Bahwa terkait pernyataan Ketua Bawaslu Sulawesi Utara, atas
nama Ardiles Mewoh, hal mana tersebut bukan menjadi kewenangan
Termohon untuk menanggapi.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56:02]

Ya.
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KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:56:02]

Mungkin ada Beliau juga di sini, ya, kan? Bisa langsung
dikonfirmasi.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56:05]
Ya, Petitum langsung.
KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:56:08]

Baik, Yang Mulia. Terkait Pokok Permohonan, sudah saya jawab
semuanya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56:11]

Ya, Petitum sekarang.

KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:56:13]

Mohon izin, langsung ke Petitum, Yang Mulia. Namun, terhadap
apa yang tidak saya bacakan di dalam Jawaban kami, mohon, Yang
Mulia, supaya dianggap untuk dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56:23]

Dianggap dibacakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:56:24]

Namun, ada koreksi, Yang Mulia. Di halaman 10, itu ... ini ...
bahwa dalil Pemohon, mengenai keberatan Pemohon di PPK, Kecamatan
Kotamobagu ditambahkan Utara, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56:37]

Oke, Mobagu Utara.

KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:56:38]

Betul, bahwa terhadap dalii Pemohon mengenai keberatan
Pemohon di PPK Kecamatan Kota Moba ... Kotamobagu Utara.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56:46]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:56:47]
Mohon izin itu, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56:48]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:56:49]
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Langsung kepada Petitum. Karena tadi sudah terjawab semuanya.
Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon memohon kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan

sebagai berikut.
Pertama, dalam eksepsi.
1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscuur

libel.
Dalam pokok permohonan.
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi  Hasil
Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan
Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut
Termohon untuk pemilihan DPRD Kota Kotamobagu daerah ...
Dapil 1 Kotamobagu adalah sebagai berikut. Suara Partai
Nasdem itu=1.322. Kemudian, Partai Demokrat=1.295.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Budi Rahman, selaku Kuasa

Hukum KPU RI dari Kantor Pieter Ell dan Rekan. Terima kasih.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:58:28]

Baik, terima kasih.
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Bawaslu, silakan. Yang perlu direspons, direspons. Yang enggak
perlu, dianggap telah dibacakan, ya.

BAWASLU: STEFFEN LINU [02:58:39]

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan. Mohon izin.
Terkait dengan kasus posisi, dianggap sudah dibacakan.

Selanjutnya terkait dengan Permohonan a qua ... a quo. Yang
pertama, bahwa terhadap dalil Pemohon berdasarkan hasil pengawasan
Pengawas TPS 004 Desa Pontodon, sebagaimana yang dituangkan dalam
Laporan Hasil Pengawasan Form A, Nomor 430/PM.01/PKD-
Utara/02/14/2023 (Bukti PK-30.1) yang pada pokoknya menjelaskan
seluruh rangkaian pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di
TPS 004 Desa Pontodon, dimana dalam laporan hasil pengawasan
pengawas TPS 004 Desa Pontodon, tidak ada keberatan saksi Partai
Demokrat dan saksi partai lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan
pemungutan dan penghitungan suara di TPS 004 Desa Pontodon.

Begitu juga pada TPS 006, TPS 002, 001 ... 00 ... 001 Desa
Bilalang itu sama, tidak ada keberatan dari saksi Partai Demokrat dan
saksi partai lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan dan
penghitungan suara.

Selanjutnya, terhadap dalil Pemohon, panitia pengawas pemilihan
Kecamatan Kotamobagu Utara telah melaksanakan tugas pengawasan
melalui penyampaian saran perbaikan melalui imbauan secara lisan, pada
saat pelaksanaan Pleno rekapitulasi tingkat kecamatan pada tanggal 19
sampai dengan 29 Februari 2024, berdasarkan hasil pengawasan yang
dilakukan oleh jajaran Panwaslu Kecamatan Kotamobagu Utara,
sebagaimana yang telah dituangkan dalam Form A Laporan Hasil
Pengawasan Panwascam Kotamobagu Utara Nomor 495.LHP/PM, dan
seterusnya. Yang pada pokoknya menjelaskan tentang seluruh rangkaian
dan kejadian khusus pada pelaksanaan rekapitulasi perolehan hasil
tingkat Kecamatan Kotamobagu Utara, tidak ditemukan adanya unsur
pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Kotamobagu Utara pada
pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, karena PPK langsung
menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwascam
Kotamobagu Utara.

Selanjutnya, yang poin 6. Bahwa Bawaslu Kotamobagu telah
melaksanakan tugas pengawasan dan saran perbaikan melalui imbauan
secara lisan pada pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat Kota
Kotamobagu yang telah dituangkan dalam Form A LHP Bawaslu Kota
Kotamobagu Nomor 065, dan seterusnya. Yang pada pokoknya,
menjelaskan tentang seluruh rangkaian dan kejadian pada pelaksanaan
rekapitulasi perolehan hasil tingkat Kotamobagu.

Yang poin 7. Bahwa terhadap dalil Permohonan yang diajukan
oleh Pemohon, pada pokoknya Bawaslu Kota Kotamubagu menerangkan
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sesuai  hasil pengawasan Model D.Hasil Kecamatan DPRD
Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan 1 Kotamobagu Utara (Bukti PK-30.6)
yang disampaikan oleh PPK Kotamobagu Utara kepada Panwaslu
Kecamatan Kota Kotamobagu Utara dan selanjutnya diteruskan kepada
Bawaslu Kota Kotamobagu, kemudian diteruskan kepada Bawaslu
Provinsi Sulawesi Utara. Partai Demokrat memperoleh suara sebanyak
1.295 suara dan Partai Nasdem memperoleh sebanyak 1.322 suara.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:03:01]
Oke.
BAWASLU: STEFFEN LINU [03:03:01]

Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan Pemohon, pada
pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerangkan sesuai hasil
pengawasan Model DB.Hasil Kota DPRD Kabupaten/Kota Daerah
Pemilihan 1 Kotamobagu Utara (Bukti PK-30-10) yang disampaikan oleh
KPU Kotamobagu kepada Bawaslu Kota Kotamobagu dan selanjutnya
diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Partai Demokrat
memperoleh suara sebanyak 1.295 suara dan Partai Nasdem
memperoleh sebanyak 1.322 suara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon Bawaslu Kota Kotamobagu telah
menerima surat dari KPU Kotamobagu dengan Nomor 157 dan
seterusnya (Bukti PK-30.9). Yang pada pokoknya menjelaskan bahwa
proses rekapitulasi di tingkat kecamatan menggunakan Sirekap web yang
diisi secara paralel bersamaan dengan pengisian format excel berumus.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:19]
Ya.
BAWASLU: STEFFEN LINU [03:04:20]

Yang 10, berdasarkan dalil Permohonan Pemohon yang
menyampaikan bahwa pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota
Kotamobagu, Bawaslu Kota Kotamobagu tidak membacakan laporan
hasil pengawasan panwaslu kecamatan. Bahwa Bawaslu Kota
Kotamobagu, hanya melaksanakan tugas pengawasan dalam rangka
pelaksanaan rekapitulasi perolehan hasil pemilu tingkat Kota
Kotamobagu, bukan dalam rangka melakukan penyampaian laporan hasil
pengawasan.

Demikian, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:46]

Oke, baik. Pak Ardiles, ada yang ingin disampaikan?
BAWASLU: ARDILES MEWOH [03:04:50]

Mohon izin, Yang Mulia. Mohon untuk tidak kami tanggapi. Karena
yang disampaikan tersebut tidak sesuai dengan Pokok Permohonan a
quo.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:57]
Oke, terima kasih.
BAWASLU: ARDILES MEWOH [03:04:58]

[tu terkait dengan pemilihan DPRD provinsi, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05:02]

Oke, terima kasih.

BAWASLU: ARDILES MEWOH [03:05:5]
Jadi, tidak terkait dengan ini.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05:07]

Silakan, Prof.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:05:10]

Ke Bawaslu, ya. Tadi soalnya sudah dilempar-lempar ini sama
Termohon, Kuasanya. Itu soal pergeseran kotak suara itu, bagaimana
ceritanya? Coba dijelaskan. Betul ada pergeseran? Pergeserannya secara
resmi sesuai dengan ketentuan atau ada hal lain? Coba.

BAWASLU: STEFFEN LINU [03:05:29]

Terkait dengan pergeseran itu dilakukan sesudah rekap, Yang
Mulia. Di saat ... dan pada saat itu tinggal pembacaan hasil rekapitulasi.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:05:39]

Kapan dilakukannya? Coba dijelaskan.
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BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [03:06:05]

Izin, Yang Mulia. Menjelaskan terkait dengan pergeseran kotak
suara yang terjadi di ... apa namanya ... di Pleno Rekapitulasi Tingkat
Kecamatan Kotamobagu Utara, pada tanggal 29 Februari.

Jadi, kotak suara itu digeser oleh PPK menuju gudang logistik KPU
pada pukul 08.00 pagi, kalau tidak salah ingat, dan pada pukul 09.00
pagi itu agendanya tinggal pembacaan hasil pleno tingkat kecamatan.
Sehingga, menurut PPK ketika dikonfirmasi oleh panwas kecamatan,
bahwa ... apa namanya ... yang digeser adalah kotak suara yang berisi
surat suara. Namun hasil pleno penghitungan itu masih berada di lokasi
pleno untuk dibacakan dan kami memastikan bahwa pada has ... pada
pembacaan hasil pleno (...)

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:07:05]
Pleno-nya kapan itu pleno-nya?

BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [03:07:08]
Tanggal 29.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:07:09]
Pleno-nya tanggal 29?7 Pleno ditingkat (...)

BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [03:07:12]
Kecamatan.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:07:13]
Kecamatan, ya?

BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [03:07:13]
Ya, kecamatan.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:07:14]

Pleno tingkat kecamatan, tanggal 29. Kemudian pleno tingkat
kabupaten?
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BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [03:07:21]
Tanggal 30.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:07:23]
Kabupaten tanggal 30, apa itu?

BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [03:07:26]
30 Februari.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:07:26]
30 Februari. Terus bergesernya kotak itu kapan?

BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [03:07:29]

Sori ... sori, mohon maaf, Yang Mulia, tanggal 1 Maret.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:07:33]
Tanggal 1 Maret. Bergesernya kotak itu kapan?

BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [03:07:37]
Tanggal 29.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:07:40]
Sebelum ada pleno di kabupaten?

BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [03:07:41]
Ya, sebelum pleno kabupaten dimulai.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:07:46]

Memang seharusnya bergeser begitu atau tetap harus di ... apa
namanya ... tempat yang sebelum bergeser itu? Di mana sebelum
bergeser itu tempatnya?

BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [03:07:55]

Tempatnya di ... apa namanya ... balai desa.
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HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:07:57]

Oh, di balai desa. Memang harus dibawa ke ini ... ke gudang KPU
setelah itu?

BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [03:08:00]
Ya, dibawa ke gudang KPU.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:08:02]
Ketentuannya begitu, ya? KPU, ya?

BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [03:08:03]
Ya. Ketentuannya se (...)

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:08:03]
Harus dibawa ke gudang KPU?

KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:08:]
Untuk lebih aman?

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:08:06]

Untuk diamankan di situ, ya? Itu dengan pengawalan dan
ketentuan segala macam pada waktu dilakukan (...)

BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [03:08:10]
Ya.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:08:10]
per ... pemindahan itu?

BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [03:08:11]
Betul, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:08:12]

Tanggal 29, itu? Jam 08.00 pagi, ya?
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BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [03:08:15]
Ya.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:08:15]
Setelah rekap di kecamatan?

BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [03:08:17]

Jam 09.00 pagi agendanya adalah pembacaan hasil pleno, tinggal
pembacaan hasil pleno.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:08:21]
Pembacaan hasil pleno?

BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [03:08:22]
He eh.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:08:22]
Kecamatan, itu?

BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [03:08:23]
Ya, betul, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:08:24]
Oke. Terima kasih.

BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [03:08:25]
Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:08:27]

Terima kasih, Prof. Terima kasih.
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KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [03:08:28]

Mohon izin, Yang Mulia. Sekiranya diperlukan Komisioner KPU
Kotamobagu ada di luar, bisa dihadirkan untuk dikonfirmasi, terkait
dengan pergeseran kota (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:08:36]

Saya kira sudah cukup.

KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [03:08:37]

Cukup, ya, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:08:39]

He eh, sudah cukup. Yang Mulia Prof. Anwar, cukup? Cukup.

Baik. Saya mengesahkan alat bukti, Pemohon menambahkan Bukti
P-9, Pemohon? Betul? Mana Pemohonnya? P-9, ya? Tambahannya, ya?
oke. Pihak Terkait T-1 ... oh sori, Termohon T-1 sampai dengan T-11,
betul? Mas? T-1 sampai dengan T-117?

KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [03:09:12]

Betul, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09:13]
Baik. Bawaslu PK-30.1 sampai 30.10?

BAWASLU: STEFFEN LINU [03:09:18]
Betul, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09:19]

Semuanya sudah lengkap, disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Sebelum saya akhiri persidangan sesi ini, perlu saya
sampaikan penundaan sidang, ya. Untuk Perkara 57, 58, 50, 81, 47, 42,
31, dan 15 PHPU untuk Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024, hasil
pemeriksaan seluruh rangkaian ini akan kita laporkan ke Rapat
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Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 orang Hakim. Dalam rapat
itu bisa diputuskan 2 alternatif. Yang pertama, ada perkara-perkara yang
masih memerlukan pemeriksaan lanjutan, dalam pembuktian. Tapi ada
juga perkara yang tidak perlu dilanjutkan karena sudah dianggap cukup,
sehingga diputus langsung oleh Mahkamah. Putusan ini akan
dilaksanakan pada tanggal 20, 21, dan 22 sekitar itu, nanti
pemberitahuan dari Mahkamah akan disampaikan dan melalui
Kepaniteraan.

Untuk persiapan, pemeriksaan yang dilanjutkan atau perkara yang
dilanjutkan, maka bisa menambahkan alat bukti baru, bagi siapa pun.
Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, maupun Pihak Terkait, ya. Bisa
menambahkan alat bukti tertulis.

Dalam persidangan di Mahkamah sesuai dengan PMK, Saudara-
Saudara bisa lihat urutan alat bukti itu yang mempunyai posisi lebih
penting dan lebih tidak penting, itu ada di situ, ya.

Dalam perkara PHPU yang paling penting adalah perkara ... apa
namanya ... alat bukti tertulis, dokumen, tapi bisa dimungkinkan untuk
didukung oleh saksi dan ahli. Itu di ... ada urutan di bawahnya.

Nah, untuk yang dilanjutkan masih diperbolehkan menambahkan
alat bukti dokumen atau yang tertulis, juga bisa mengajukan 5 orang ahli
per nomor perkara. Saya ulangi, 5 orang saksi untuk nomor per perkara.
Artinya misalnya Perkara 57 kalau dilanjutkan, silakan menambah bukti,
kemudian ada saksinya 5 orang, ditambah 1 orang ahli. Jadi 5 orang
saksi, 1 orang ahli.

Nah, dalam melanjutkan persidangan ini, pemeriksaan dengan
agenda pemeriksaan lanjutan, dengan pembuktian, maka akan digelar
pada tanggal 27 Mei sampai 4 Juni. Nanti urutan-urutan siapa dulu yang
akan dilanjutkan, yang akan diperiksa, akan ... jadwal agendanya akan
diberitahukan oleh Mahkamah melalui Kepaniteraan.

Dari Pemohon, sudah firm, ya? Termohon? Oke. Bawaslu? Oke.
Pihak Terkait? Oke, ya. Jadi yang dari Manado nanti bisa datang lagi ke
sini. Pak Ardiles bisa ngajak timnya lagi ke sini berarti, ya, kalau
dilanjutkan.

Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.13 WIB

Jakarta, 14 Mei 2024
PIt. Panitera,
Muhidin

L Digital Signature
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